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MOTTO 
 
 ِنَاطْي َّشلا ِلَمَع ْن ِّم ٌسِْجر ُمَلاْزَلأاَو ُباَصَنلأاَو ُرِسْيَمْلاَو ُرْمَْلْا َا َّنَِّإ ْاوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّ َيأ َاي ُهوُبِنَتْجاَف
 َنوُحِلْف ُت ْمُكَّلَعَل-٠٩ - 
”Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, 
berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah 
perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-
perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”. 
(QS. Al-Maidah: 90)
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
1
Departemen Agama RI. Al Qur’an dan Terjemahannya. (PT. Karya Toha Semarang: Semarang, 
2002), hlm. 123. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 
Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman 
transliterasi tersebut adalah : 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan  Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث ṡa ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ز Ra R Er 
ش Zai Z Zet 
ض Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ix 
 
ص ṣad ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض ḍad ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط ṭa ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain …‘… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
و Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ي Ha H Ha 
ء 
Hamza
h 
...’… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
  َ  Fathah A A 
x 
 
  َ   Kasrah I I 
  َ   Dammah U U 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. ةتك Kataba 
2. سكذ Żukira 
3. ةهري Yażhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ي...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لىح Ḥaula 
 
3. Vokal panjang (Maddah) 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut : 
xi 
 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي...أ 
Fathah dan alif 
atau ya 
Ā a dan garis di atas 
ي...أ Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 
و...أ 
Dammah dan 
wau 
Ū u dan garis di atas 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qāla 
2. ميق Qīla 
3. لىقي Yaqūlu 
4. يمز Ramā 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضوز Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl 
2. ةحهط Ṭalhah 
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5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اىّتز Rabbana 
2. لّصو Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مجّسنا Ar-rajulu 
2. للاجنا Al-Jalālu 
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7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مكأ Akala 
2. نورخأت Taꞌkhużuna 
3. ؤىنا An-Nauꞌu 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 لىسزلاإدّمحمام و Wa mā Muhammadun illā rasūl 
 هيمناعنا بز للهدمحنا Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
xiv 
 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 هيقشاسناسيخ ىهن الله نإو 
Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / 
Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn 
 ناصيمناو ميكنا اىفوأف 
Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa 
auful-kaila wal mīzāna 
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ABSTRAK 
AYU SABILLA NURLEALITA, NIM: 152131079, “PENERAPAN 
SANKSI PIDANA TERHADAP BANDAR PSIKOTROPIKA STUDI 
KOMPARASI DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM”. 
Penelitian ini membahas mengenai Bandar narkotika dapat diartikan sebagai 
orang yang mengendalikan suatu aksi kejahatan narkotika secara sembunyi-
sembunyi atau sebagai pihak yang membiayai aksi tersebut. Rumusan 
masalah mengenai bagaimana pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif 
tentang sanksi terhadap Bandar Psikotropika dalam persamaan dan perbedaan 
dari perspektif kedua Hukum tersebut. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
penelitian kepustakaan (Library research), yang dimana data yang dihimpun 
melalui kitab Al-Quran dan buku mengenai hukum Islam serta hukum Positif, 
Undang-undang, media massa serta artikel-artikel dan jurnal. Teknik analisa 
data yang di gunakan penulis dalam menganalisis data adalah deskriptif 
kualitatif karena penganalisisan data untuk menggambarkan suatu masalah 
berikut jawaban dan pemecahannya menggunakan uraian-uraian kalimat yang 
di peroleh dari data-data kualitatif yang telah di simpulkan. Sistematika 
penulisan, bab yang pertama adalah pendahuluan, bab kedua adalah landasan 
teori, bab ketiga adalah penerapan sanksi, keempat adalah analisis dan yang 
terakhir adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran. 
Sanksi bagi bandar psikotropika terdapat dalam Undang-undang  
Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika  Pasal 114 Ayat 2 dengan sanksi 
hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup dan pidana denda. 
Sedangkan undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika Pasal 
59 Ayat 1 dengan sanksi pidana penjara 15 tahun dan pidana denda, 
sedangkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan Pasal 
197 dengan sanksi pidana penjara 15 tahun dan pidana denda. Dalam hukum 
Islam,meskipun tidak secara jelas kejahatan bandar psikotropika ini 
dijelaskan namun bisa disamakan dengan Al-Qur’an surah Al-Maidah ayat90 
yang dijadikan dasar pertimbangan untuk menjerat bandar psikotropika. 
Maka hukumannya berupa hukuman ta’zir yang ditentukan oleh penguasa. 
 
Kata kunci: Sanksi Bandar Psikotropika, Hukum Pidana Positif, Hukum 
Pidana Islam. 
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ABSTRACT 
AYU SABILLA NURLEALITA, NIM: 152131079, "APPLICATION 
OF CRIMINAL SANCTIONS AGAINST PSYCHOTROPIC DEALERS 
IN ISLAMIC LAW AND POSITIVE LAW COMPARATIVE 
STUDIES".This study discusses narotics dealers that can be interpreted as 
people who control a narcotics crime in hiding or as the party that finances 
the action. Discusses how the views of Islamic Law and Positive Law 
concerning sanctions against Psychotropic dealers in similarities and 
differences from the perspectives of the two Laws. 
The research method used in this study is library research, which is data 
collected through several books of the Koran and books on Islamic law and 
positive law, law, mass media and articles and journals. The data analysis 
technique used by the author in analyzing the data is a descriptive qualitative 
because analyzing the data to describe a problem and the answers and solving 
it using sentence descriptions obtained from qualitative data that has been 
concluded. In renewal systematics, the first chapter is the introduction, the 
second chapter is the theoretical foundation, the third chapter is agreement, 
the fourth is analysis and the last is the conclusion that contains conclusions 
and suggestions. 
 Law governing psychotropic bookie Number 35 of 2009 concerning 
narcotics Article 114 Paragraph 2 with capital punishment or life 
imprisonment and fines. Whereas Law Number 5 Year 1997 concerning 
Psychotropic Article 59 Paragraph 1 with 15 years imprisonment and fines, 
while Law Number 36 Year 2009 concerning Health Article 197 with 15 
years imprisonment and fines. In Islamic law, although this psychotropic 
bookie crime is not clearly explained but it can be equated with the Qur'an 
surah Al-Maidah verse 90 which is used as a basis for consideration to 
ensnare psychotropic dealers. Then the punishment in the form of ta'zir 
punishment determined by the authorities. 
 
Keywords: Psychotropic bookiesanctions, positive criminal law, Islam 
criminal law. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
 Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba telah menimbulkan 
banyak korban dan banyak masalah sosial lainnya di dunia. Untuk konteks 
Indonesia, ternyata negeri ini bukan lagi sekedar menjadi daerah sasaran 
peredaran gelap atau sekedar sasaran transaksi atau transit narkoba, tetapi 
Indonesia telah menjadi salah satu negara produsen narkoba dalam skala besar 
di dunia. Hal ini terbukti dengan beberapa kasus-kasus tertangkapnya bandar 
besar narkoba, jaringan atau sindikatnya dan terbongkarnya pabrik-pabrik 
besar yang memproduksi narkoba di Indonesia. Kenyataan ini tentu saja 
mengkhawatirkan, terutama terkait dengan masa depan dan keberlangsungan 
bangsa. Narkoba telah menyebar tidak hanya di kota-kota, tetapi juga di 
daerah-daerah terpencil. Para pengguna narkoba bukan lagi terbatas pada usia 
dewasa, bahkan anak usia dini pun telah menjadi korbannya, dan yang paling 
rentan mendapat pengaruh narkoba adalah generasi muda usia remaja.
1
 
Istilah “Narkoba” mulai muncul kira-kira sekitar tahun 1998 karena 
banyak terjadi pristiwa penggunaan atau pemakaian barang-barang yang 
termasuk narkotika dan bahan adiktif atau obat-obat adiktif yang terlarang. 
Oleh karena itu untuk memudahkan berkomunikasi dan tidak menyebutkan 
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Islam, Jurnal Hunafa, (Palu) Vol. 6 Nomor 2, 2009.  
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istilah yang tergolong panjang maka kata narkotika, psikotropika dan bahan-
bahan adiktif yang terlarang disingkat menjadi NARKOBA. 
2
 
Pengertian psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun 
sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif 
pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas 
mental dan prilaku. Adapun psikotropika adalah salah satu obat yang sering 
disalahgunakan penggunaannya, tanpa pengawasan dan petunjuk medis yang 
mempunyai keahlian tentang itu. Obat psikotropika adalah terbuat dari sejenis 
tumbuhan atau bahan kimia yang dapat mempengaruhi fungsi akal yaitu 
lumpuh dan hilang ingatan, seperti orang mabuk dan tergeletak.
3
 
Selanjutnya, mengenai obat-obat yang berbahaya atau obat terlarang 
di konsumsi oleh generasi muda saat ini mempunyai berbagai macam jenis, 
apabila dikelompokkan mencakup tiga jenis obat-obat terlarang, yaitu (1) jenis 
pertama: narkoba natural (alami) yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, seperti 
ganja, opium, alkot dan lain-lain, (2) jenis kedua: narkoba semi sintesis, yaitu 
yang dimodifikasi dari bahan-bahan alami yang di proses secara kimiawi 
supaya memberikan pengaruh lebih kuat, seperti morfin, kokain, dan 
sebagainya, (3) jenis ketiga: yaitu narkoba sintesis, yaitu pil-pil yang terbuat 
dari bahan kimia murni. Hal ini bisa di kemas dalam bentuk kapsul, pil, cairan 
injeksi, minuman, serbuk dan berbagai bentuk lainnya. 
4
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 Bandar Narkotika dapat diartikan sebagai orang yang mengendalikan 
suatu aksi kejahatan narkotika secara sembunyi-sembunyi  atau sebagai pihak 
yang membiayai aksi kejahatan itu, jadi berbeda dengan pengedar yang hanya 
menjualkan dan membawa (menyampaikan) sesuatu dari orang yang satu 
kepada yang lainnya. Bandar seperti otak dari perbuatan jahat tersebut yang 
mempunyai dan membiayai.
5
 
Penerapan sanksi merupakan alat kekuasaan untuk menguatkan 
pelakunya suatu norma dan untuk mencegah serta memberantas tindakan-
tindakan yang mengganggu berlakunya suatu norma. Sanksi adalah 
konsenkuensi logis dari sebuah perbuatan yang dilakukan. Sanksi dapat 
mempunyai pengertian yang sama dengan hukuman namun pengertiannya 
berbeda dengan pidana. 
Ketentuan pidana di jelaskan dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 
5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang isinya “Barang siapa menggunakan, 
memproduksi, mengedarkan, mengimport, memiliki, menyimpan, atau 
membawa psiktropika gol 1 dipidana penjara paling singkat 4 tahun. 
67
 
Hukum pidana Islam menjelaskan bahwa, tidak ada perbedaan di 
kalangan ulama mengenai haramnya narkoba dalam berbagai jenisnya, baik 
itu ganja, opium, morfin, mariyuana, kokain, ecstasy, heroin, sabu-sabu, dan 
pil koplo. Jumhur ulama mengharamkan narkoba karena diqiyaskan dengan 
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keharaman khamr, karena ada kesamaan illat (alasan hukum) yaitu sama-sama 
memabukkan (muskir). Namun di samping narkoba diharamkan karena 
kesamaan dengan khamr, keharamannya juga didukung oleh dua alasan;  
pertama, ada nash yang mengharamkan narkoba, kedua karena menimbulkan 
bahaya (dharar) bagi manusia.  
Dalam hukum islam sudah mengatur permasalahan-permasalahan 
melalui dalil-dalil yang melahirkan kitab fiqh Jināyah, berbagai permasalahan 
sudah dapat dijawab tapi bagaimana kejahatan untuk bandar psikotropika yang 
sebenarnya belum ada dan tidak dijelaskan dengan jelas dalam kitab fiqh 
Jināyah. 
Terdapat beberapa perbedaan dan persamaan antara penerapan sanksi 
pidana terhadap bandar psikotropika dalam Undang-Undang dan dalam 
Hukum Islam. Karena hukum positif bersumber dari Undang-Undang, 
sedangkan hukum Islam bersumber dari Al-Qur’an dan fatwa MUI. Dalam hal 
ini yang menurut penulis perlu memiliki aturannya masing-masing dalam 
ketentuannya. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji serta 
membandingkan penerapan sanksi pidana terhadap bandar Psikotropika dan 
akan menuangkan dalam tugas akhir (Skripsi) dengan judul “PENERAPAN 
SANKSI PIDANA TERHADAP BANDAR PSIKOTROPIKA STUDI 
KOMPARASI DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM”. 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang di atas, adapun 
beberapa masalah yang menjadi kajian pokok dalam tulisan ini adalah 
sebagai berikut :  
1. Bagaimana sanksi pidana bandar psikotropika dalam pandangan 
hukum positif dan hukum islam? 
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan sanksi bandar psikotropika 
dalam pandangan hukum Positif dan hukum Islam? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan dua rumusan masalah di atas, adapun tujuan dalam 
tulisan ini adalah sebagai berikut :  
1. Untuk mengetahui sanksi pidana bandar psikotropika dalam hukum 
positif dan hukum islam. 
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan sanksi bandar 
psikotropika dalam pandangan hukum positif dan hukum Islam. 
 
D. Manfaat Penelitian  
Penelitian mengenai penerapan sanksi pidana terhadap bandar pil 
koplo dalam perspektif hukum positif dan hukum islam. Adapun manfaat 
yang diharapkan dari adanya penelitian ini adalah :  
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1. Manfaat Secara Teoritis  
Dengan adanya penelitian ini penulis berharap semoga dapat 
mengembangkan pengetahuan di bidang hukum yang tentu lebih 
mendalam lagi, khususnya mengenai penerapan sanksi pidana terhadap 
bandar psikotropika. 
2.  Manfaat Secara Praktis  
Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan 
informasi kepada masyarakat luas mengenai penerapan sanksi pidana 
terhadap bandar pil koplo dalam perspektif hukum positif dan hukum 
islam dan dapat berguna bagi penelitian selanjutnya. 
E. Kerangka Teori 
1. Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam 
Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang 
dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga 
ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Ada 4 Unsur-
unsur hukum yang harus ada dalam suatu pengertian hukum atau 
perumusan suatu hukum, yaitu :  
a. Hukum mengatur tingkah laku atau tindakan manusia dalam 
kehidupan permasyarakatan yang berisikan perintah dan 
larangan. 
b. Peraturan hukum di tetapkan oleh lembaga atau badan yang 
berwenang. Jadi hukum tidak boleh dibuat oleh orang biasa 
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melainkan oleh lembaga yang berwenang. Sifat hukum ini 
bersifat mengikat masyarakat luas. 
c. Penegakkan aturan hukum tersebut harus bersifat memaksa 
dimana peraturannya bukan untuk dilanggar melainkan untuk 
dipatuhi. 
d. Memiliki sanksi di setiap pelanggaran, sanksinya tegas dan 
diatur dalam peraturan hukum.  
Tujuan hukum adalah sifat dari tujuan hukum ini universal 
dimana terdapat hal seperti ketertiban, ketentraman, kedamaian, 
kesejahteraan dan kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat. 
Jika hukum dapat ditegakkan maka tiap perkara dapat diselesaikan 
melalui proses pengadilan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. 
Hukum ini juga bertujuan untuk menjaga dan nencegah orang tidak 
menjadi hakim atas dirinya sendiri. 
Hukum pidana Islam sering disebut dengan Fiqh Jināyah. Fiqh 
Jināyah terdiri dari dua kata. Fiqh secara bahasa berasal dari lafal 
faqiha, yafqahu fiqhan, yang berarti mengerti, paham. Pengertian fiqh 
secara istilah yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf adalah : 
Fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syara’ praktis yang diambil 
dari dalil-dalil yang terperinci. Sedangkan Jinayah menurut bahasa 
adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang 
diusahakan. Secara umum, pengertian Jināyah sama dengan hukum 
pidana pada hukum positif, yaitu hukum yang mengatur perbuatan 
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yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti pembunuh, 
melukai dan lain sebagainya.  
2. Pengertian Psikotropika Dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum 
Pidana Islam dan Penerapan Sanksi 
Pengertian psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah 
maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui 
pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan 
perubahan khas pada aktivitas mental dan prilaku. Adapun 
psikotropika adalah salah satu obat yang sering disalahgunakan 
penggunaannya, tanpa pengawasan dan petunjuk medis yang 
mempunyai keahlian tentang itu. Obat psikotropika adalah terbuat dari 
sejenis tumbuhan atau bahan kimia yang dapat mempengaruhi fungsi 
akal yaitu lumpuh dan hilang ingatan, seperti orang mabuk dan 
tergeletak. 
Penerapan sanksi adalah merupakan alat kekuasaan untuk 
menguatkan pelakunya suatu norma dan untuk mencegah serta 
memberantas tindakan-tindakan yang mengganggu berlakunya suatu 
norma. Sanksi adalah konsenkuensi logis dari sebuah perbuatan yang 
dilakukan. Sanksi dapat mempunyai pengertian yang sama dengan 
hukuman namun pengertiannya berbeda dengan pidana. Pidana (starf) 
merupakan sanksi yang hanya diberlakukan dalam lapangan hukum 
pidana. Pengertian sanksi pidana mencakup semua jenis pidana baik 
dalam UUD maupun ketentuan pidana di luar UUD. Di Indonesia 
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merupakan negara yang menggunakan dua jenis sanksi pidana 
sekaligus, yaitu berupa pidana (starf) dan tindakan (maatregels).  
Hukum pidana islam merupakan hukum yang mengatur 
perbuatan atau jarimah yang dilarang oleh syara’. Di dalam hukum 
pidana islam terdapat 3 macam hukuman,
8
 yaitu: 
a. Jarimah qishash dan diyat, merupakan penjatuhan sanksi hukum 
kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana 
yang dilakukan nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas 
dengan anggota tubuh. 
b. Jarimah hudud, merupakan penjatuhan sanksi kepada pelaku tindak 
pidana yang sudah ditentukan oleh Allah. Didalam jarimah hudud 
terdapat 7 macam yaitu : zina, qadaf, khamr, mencuri, hirabah, 
riddah dan al-bagyu. 
c. Jarimah ta’zir, merupakan penjatuhan sanksi kepada pelaku tindak 
pidana yang dimana sanksi ini ditentukan oleh penguasa atau 
pemerintah. 
Perbuatan tersebut dapat dijerat dalam Pasal 59 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang isinya 
“Barang siapa menggunakan, memproduksi, mengedarkan, 
mengimport, memiliki, menyimpan, atau membawa psiktropika gol 1 
dipidana penjara paling singkat 4 tahun”. 
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3. Bandar  
Bandar dapat diartikan sebagai orang yang mengendalikan 
suatu aksi kejahatan narkotika secara sembunyi-sembunyi atau sebagai 
pihak yang membiayai aksi kejahatan itu. Dalam praktiknya, bandar 
narkotika itu antara lain : orang yang menjadi otak di balik 
penyelundupan narkotika, permufakatan kejahatan narkotika, dan 
sebagainya. Secara sempit dapat dikatakan bahwa pengedar narkotika 
atau psikotropika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran 
dan penyerahan narkotika atau psikotropika. Kemudian mengenai 
bandar narkotika yang dapat dikenai pidana mati, pada dasarnya, 
kriterianya adalah tindakan yang dilakukan harus memenuhi semua 
unsur yang diatur dalam pasal-pasal pidana dalam UU Narkotika. Dan 
pada akhirnya bergantung kepada penilaian hakim apakah akan 
menjatuhkan pidana mati atau tidak. 
F. Tinjauan Pustaka 
Dalam penulisan proposal skripsi ini penelitian menggali informasi 
dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan baik 
mengenai kekurangan atau kelebihan yang sudah ada. Selain itu peneliti 
juga menggali informasi dari buku-buku maupun skripsi dan jurnal dalam 
rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori 
yang berkaitan dengan judul yang di gunakan untuk memperoleh landasan 
teori ilmiah. Penelitian tersebut dapat dikatagorikan sebagai :  
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Yang pertama Penelitian skripsi yang berjudul Tinjauan Yuridis 
Tentang Hukuman Mati Bagi Pelaku Kasus Narkoba Perspektif Hukum 
Nasional dan Hukum Islam. Penelitian ini dilakukan oleh Ahmad Rusyaid 
Ahyar. Isi dalam skripsi ini menjelaskan mengenai narkotika dan 
psikotropika yang mengutamakan hukuman mati bagi pengedarnyar dalam 
hukum nasional dan hukum islam. Perbedaan antara skripsi ini dan skripsi 
saya dalam sanksinya hukuman mati bagi pengguna narkoba dan skripsi 
saya hukuman mati bagi bandarnya.
9
 
Yang kedua Penelitian skripsi yang berjudul Kebijakan Hukum 
Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika. 
Penelitian ini dilakukan oleh Rudi Handoko. Isi dalam skripsi ini 
mengenai cara bagaimana menanggulangi pengguna narkotika dan 
psikotropika yang semakin banyak terutama di kalangan pemuda. 
Perbedannya menjelaskan cara untuk menanggulangi agar tidak menjadi 
pecandu sedangkan skripsi saya memberikan penjelasan mengenai sanksi 
hukuman kepada bandarnya.
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Yang ketiga Penelitian jurnal yang berjudul Kebijakan Formulasi 
Terhadap Pengguna Pil Double L Dalam Rangka Upaya Pencegahan 
Penggunaan Pil Double L. Penelitian ini dilakukan oleh Rio Irnanda. 
                                                          
       
9Ahmad Rusyaid Ahyar, “Tinjauan Yuridis Tentang Hukuman Mati Bagi Pelaku Kasus 
Narkoba Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas 
Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makasar. Makasar.  2016. 
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Isinya mengenai penjelasan pil double L yang hanya menjeaslkan satu 
macam pil saja dan hukumannya dalam hukum positif. Perbedaannya jika 
skripsi ini menjelaskan 1 (satu) macam pil saja dengan hukuman positif 
saja skripsi saya menjelaskan sanksi mengenai bandarnya dengan hukum 
positif dan hukum islam. 
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Yang keempat Penelitian jurnal yang berjudul Psikotropika yang 
Berbahaya Bagi Kesehatan. Penelitian ini di lakukan oleh M. Pranjoto 
Utomo. Isinya mengenai penjelasan psikotropika dan efek penakaian 
narkoba dan psikotropika dalam hukum positif saja. Perbedaannya hanya 
menjelaskan 1(satu) hukuman saja sedangkan skripsi saya menjelaskan 
hukum positif dan hukum islamnya.
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Yang kelima Penelitian jurnal yang berjudul Penyalahgunaan 
Narkoba Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. Penelitian ini 
dilakukan oleh Ahmad Syafii. Isinya mengenai jenis-jenis narkoba dan 
menjelaskan hukuman dalam positif dan dalam islamnya yang meluas. 
Perbedaannya jika skripsi ini menjelaskan hukum positif dan hukum islam 
secara meluas skripsi saya menjelaskan sanksi bagi bandar psikotropika 
secara spesifik dalam hukum positif dan hukum islam.
13
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G. Metode Penelitian 
Metode penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting, 
karena metode penelitian merupakan suatu cara yang harus digunakan 
dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Cara utama yang harus 
diterapkan dengan memperhatikan objek subjek yang akan diteliti. Agar 
penelitian dapat terlaksana dengan baik dan sesuai perencanaan, maka di 
penulis membuat metode penelitian yang digunakan dalam proposal ini, 
sebagai berikut : 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian pustaka 
(libraryresearch) yaitu pencarian atau penelusuran data yang 
bersumber pada literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan 
dibahas yaitu tentang sanksi pidana bandar psikotropika sebagai 
sumber data yang objektif. Literatur yang digunakan bersumber dari 
perpustakaan, buku-buku, jurnal, dokumen, dan materi yang dapat 
dijadikan sumber rujukan.
14
 
2. Sumber Data 
Karena penelitian ini penelitian pustaka, maka menggunakan 
data sekunder, yaitu data yang di dapati dari keterangan-keterangan 
atau pengetahuan yang diperoleh secara tidak langsung melalui studi-
studi ke perpustakaan seperti buku-buku, hasil-hasil penelitian atau 
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sumber-sumber tertulis lainnya. Data sekunder juga berhubungan 
dengan permasalahan yang diteliti. Sumber data dalam penelitian 
merupakan subjek dimana data yang diperlukan dalam penelitian 
diperoleh. Sumber data itu sendiri adalah tempat diketemukannya data. 
Adapun data dalam penelitian ini diperoleh dari tiga sumber, yaitu :  
a. Bahan Hukum Primer 
Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objeknya. 
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai 
kekuatan mengikat.
15
 Dapat berupa peraturan perundang-undangan 
dalam penelitian ini yang mencakup adalah al-Qur’an, MUI, dan 
Undang-undang. 
b. Bahan Hukum Sekunder  
Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari 
objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan. Hal 
ini bisa berupa buku-buku baik dari kalangan hukum, internet, 
hasil-hasil penelitian seperti skripsi, jurnal hukum dan barang lain 
yang berkaitan dengan pokok bahasan, seperti mengenai Sanksi 
Pidana Bandar Psikotropika yang berkaitan dengan penelitian lain. 
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c. Bahan Hukum Tersier 
Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan 
petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan 
hukum sekunder seperti kamus dan ensiklopedia.  
3. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teknik 
pengumpulan data melalui metode kepustakaan. Menurut M. Nazir 
dalam bukunya yang berjudul “Metode Penelitian” mengemukakan 
bahwa yang dimaksud dengan Studi keputusan adalah teknik 
pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap 
buku-buku, Undang-Undang, internet, catatan-catatan, dan laporan-
laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.
16
 
4. Teknik Analisa Data 
Penulis dalam melakukan penelitian kualitatif, teknik analisa 
data yang dilakukan dengan cara sesuai dengan arah studi yang telah 
dipilih oleh penulis, teknik analisis data yang digunakan berupa 
metode deskriptif yaitu mendeskripsikan data yang berhasil dihimpun 
sehingga tergambar obyek masalah secara terpenrinci dan 
menghasilkan pemahaman yang kongkrit dan jelas. Sedangkan pola 
pikir yang dipakai disini adalah pola pikir deduktif yang berangkat dari 
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faktor yang umum, kemudian ditarik kedalam hal yang sifatnya lebih 
khusus. 
3. Sistematika Penulisan 
Gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan 
hukum yang sesuai dengan aturan dalam penulisan hukum adalah 
terdiri dari lima (5) bab yang tiap bab terbagi dalam sub bagian dan 
daftar pustaka serta lampiran, untuk memudahkan pemahaman 
terhadap keseluruhan hasil penelitian ini, yaitu :  
Bab kesatu. Dalam bab kesatu ini adalah pendahuluan. Pada 
bab pendahuluan ini memuat latar belakang masalah, rumusan 
masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan 
pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Hal ini perlu 
karena gambaran awal dimulainya penelitian dan rencana yang akan 
dilakukan dalam proses penelitian ini.  
Bab kedua. Dalam bab kedua ini adalah berisikan uraian 
Psikotropika dalam perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, 
pengertian sanksi, bandar psikotropika mulai dari pengertian 
psikotropika, jenis-jenis psikotropika, efek pemakaian psikotropika dan 
contoh pemakai psikotropika dan dalam islamnya. 
Bab ketiga. Dalam bab tiga ini adalah Penerapan Sanksi Pidana 
Terhadap Bandar Psikotropika dalam Perspektif Hukum Positif dan 
Hukum Islam. Pada bab ini berisikan uraian sanksi bandar 
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psikotropika, mulai dari unsur-unsur, dasar Hukum, prinsip penjatuhan 
sanksi dan tujuan sanksi dalam hukum pidana positif dan islam. 
Bab keempat. Dalam bab empat ini adalah menganalisis 
tentang penerapan sanksi pidana terhadap bandar psikotropika dalam 
Hukum Positif dan Hukum Islam, persamaan dan perbedaan menurut 
Hukum Positif dan Hukum Islam terkait dengan penerapan sanksi 
terhadap bandar psikotropika. 
Bab kelima. Dalam bab lima ini adalah Penutup. Pada bab ini 
berisi kesimpulan dan saran, yang mana akan ditarik suatu kesimpulan 
yang merupakan sebagai jawaban dari rumusan atau pokok 
permasalahan dan tujuan penelitian yang ada pada bab pertama, serta 
akan diberikan saran-saran atau rekomendasi-rekomendasi terkait 
dengan judul yang selanjutnya penyusun memberikan sumbang 
sarannya sebagai refleksi atas realitas yang ada saat ini. 
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 BAB II  
TEORI TENTANG SANKSI PIDANA DAN BANDAR PSIKOTROPIKA 
DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM 
 
A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Bandar Psikotropika Menurut 
Pandangan Hukum Positif 
1. Sanksi Pidana  
a. Pengertian Sanksi 
Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah 
kasusnya dan akibat adalah hukumannya, orang yang terkena akibat akan 
memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari 
pihak berwajib. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat 
nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku 
perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau 
membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya 
merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku 
kejahatan tersebut , namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan 
sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri. 
1
 
Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan 
kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-
syarat tertentu, sedangkan Roslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah 
                                                          
       
1
 Tri Andrisman, Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesi, (Bandar Lampung: 
Unila, 2009), hlm. 8. 
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reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja 
dilimpahkan Negara kepada pembuat delik.
2
 
b. Tujuan Pemidanaan 
Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro (1989:16) 
adalah sebagai berikut:  
1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan 
kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak maupun 
secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan 
kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi. 
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang 
melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik 
tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.
3
 
Di indonesia sendiri, hukum positif belum pernah merumuskan 
tujuan pemidanaan. Selama ini wacana tentang tujuan pemidanaan tersebut 
masih dalam tataran yang bersifat teoritis. Namun sebagai bahan kajian, 
Rancangan KUHP Nasional telah menetapkan tujuan pemidanaan dengan 
judul pemidanaan, pidana dan tindak pidana. 
 
                                                          
       
2
 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 81. 
      
3Adiya Prayudi Fauzan, “Tinjauan Yuridis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana 
Penyalahgunaan Psikotropika di Kabupaten Kolaka”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin Makassar. Makassar 2013. 
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Para pakar hukum mengelompokkan tujuan pemidanaan menjadi 
tiga sasaran (P.A.F. Lamintang, 1984:23), yaitu: 
1. Memperbaiki pribadi penjahat; 
2. Membuat orang menjadi jera; 
3. Membuat orang tidak berdaya melakukan kejahatan. 
c. Jenis-jenis Pemidanaan 
Hukum pidana indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur 
dalam Pasal 10 KUHP yakni: 
1. Pidana Pokok 
a. Pidana mati 
b. Pidana penjara 
c. Pidana kurungan 
d. Pidana denda 
2. Pidana Tambahan 
a. Pencabutan hak-hak tertentu  
b. Perampasan barang-barang tertentu  
c. Pengumuman putusan hakim 
Adapun mengenai kualifikasi urut-urutan dari jenis-jenis pidana 
tersebut adalah didasarkan pada berat ringannya pidana yang diaturnya, 
yang terberat adalah yang disebutkan terlebih dahulu. Keberadaan pidana 
tambahan adalah sebagai tambahan terhadap pidana-pidana pokok dan 
biasanya bersifat fakultatif (artinya dapat dijatuhkan ataupun tidak). Hal ini 
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terkecuali bagi kejahatan-kejahatan sebagaimana tersebut dalam ketentuan 
Pasal 250, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau 
keharusan. 
Menurut Tolib Setiady perbedaan pidana pokok dan pidana 
tambahan adalah sebagai berikut:
4
 
1. Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan kepada pidana 
pokok, kecuali dalam hal perampasan barang-barang tertentu 
terhadap anak-anak yang diserahkan kepada pemerintah. 
(pidana tambahan ini ditambahkan bukan kepada pidana pokok 
melainkan pada tindakan). 
2. Pidana tambahan tidak mempunyai keharusan sebagaimana 
halnya pidana pokok, sehingga sifat dari tambahan ini adalah 
fakultatif (artinya bisa dijatuhkan maupun tidak). Hal ini 
dikecualikan terhadap kejahatan sebagaimana tersebut dalam 
ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi 
bersifat imperatif atau keharusan).  
2. Bandar Psikotropika 
Menurut Kamus Basar Bahasa Indonesia (KBBI), Bandar adalah orang 
yang mengendalikan suatu aksi (gerakan) dengan sembunyi-sembunyi. Bandar 
Narkotika dapat diartika sebagai orang yang mengendalikan suatu aksi 
kejahatan Narkotika secara sembunyi-sembunyi atau sebagai pihak yang 
                                                          
       
4
 Tolib Setiady, Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia, (Bandung:  Alfabeta, 2010), hlm. 
77. 
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membiayai aksi kejahatan itu. Dalam praktiknya, Bandar Narkotika itu antara 
lain: orang yang menjadi otak dibalik penyelundupan Narkotika, permufakatan 
kejahatan Narkotika, dan sebagaianya. Secara sempit dapat dikatakan bahwa 
pengedar  Narkotika/Psikotropika adalah orang yang melakukan kegiatan 
penyaluran dan penyerahan Narkotika/Psikotropika. Pengedar belum tentu 
berarti Bandar Narkotika.
5
 
Peredaran gelap Narkoba yang dapat merusak cita-cita dan masa depan 
generasi penerus bangsa. Kejahatan peredaran Narkoba sudah menjadi 
kejahatan transnasional yang dilakukan antar negara tanpa batas dan wilayah. 
Kejahatan Narkoba sudah dianggap sebagai kejahatan paling mematikan 
karena sasaran utamanya adalah generasi muda. 
Pemberian hukuman mati bagi bandar narkoba merupakan salah satu 
bentuk keseriusan negara terhadap penanganan kasus narkotika di negara ini. 
Hukuman mati yang dijatuhkan kepada para bandar narkoba  dan kepada 
beberapa kasus tindak pidana narkotika lainnya merupakan bentuk hukuman 
penjaraan agar bentuk pelaku tindak pidana pengedar dan bandar narkoba 
merasa jera untuk mengedarkannya dan sebagai bentuk pelajaran bagi kasus 
pidana narkotika yang masih ada dan berkeliaran saat ini.
6
 
                                                          
       5 http://www.hukumonline.com/klinik/detail/1t56cf39b411a0/apakah-bandar-narkotika-sama-
dengan-pengedar diakses 30 Oktober 2019. 
       
6
 Umar Anwar, “Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba Ditinjau Dari Aspek Hak 
Asasi Manusia (Analisa Kasus Hukuman Mati Terpidana Kasus Bandar Narkoba; Freddy 
Budiman)”, Jurnal Legislasi, (Devisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan 
HAM) Vol. 13 Nomor 03, September 2016, hlm. 242.  
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  Pelaksanaan hukuman mati kepada bandar narkoba jika ditinjau dari 
aspek hak asasi manusia tidak bertentangan hasil konvensi internasional karena 
membunuh satu orang lebih baik daripada menghancurkan orang banyak akibat 
perbuatan dan tindakannya. Hal ini juga dituangkan di dalam perjanjian dan 
konvensi internasional tentang hak sipil dan politik bahwa hukuman mati tidak 
dilarang. Tindakan pelaku kejahatan peredaran gelap narkoba atau juga bandar 
narkoba ini menghancurkan umat manusia yang lebih besar sehingga sangat 
tepat jika diberikan hukuman mati untuk memberantas kejahatan yang 
dilakukannya dan menyelamatkan manusia yang lebih banyak.
7
 
 Perundang-undangan Republik Indonesia telah mengatur hukuman 
kepada Bandar Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika Pasal 114 
Ayat 2 dan Pasal 132 Ayat 1 yang berbunyi:  
1. Pasal 114 Ayat 2: 
“Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, 
menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima 
Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang dalam 
bentuk tanaman melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang 
pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku 
dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana 
penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) 
tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) 
ditambah 1/3 (sepertiga)”.8 
2. Pasal 132 Ayat 1: 
“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana 
Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, 
                                                          
       
7
 Ibid.,hlm. 249. 
       
8
 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 
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Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 
124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan 
pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal-Pasal tersebut”. 
 
3. Pengertian Psikotropika 
Sejarah singkat narkoba yaitu untuk mengetahui apa sebenarnya 
dan berawal darimana narkoba itu, di Indonesia narkoba merupakan 
singkatan dari narkotika dan obat berbahaya. Selain “narkoba”, istilah lain 
yang diperkenalkan khususnya oleh Departemen Kesehatan Republik 
Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari Narkotika, 
Psikotropika dan Zat Adiktif. Semua istilah ini narkoba atau napza 
mengandung zat yang umumnya mempunyai resiko kecanduan bagi 
penggunanya. Menurut pakar narkoba sebenarnya psikotropika yang biasa 
di pakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan 
untuk penyakit tertentu.
9
  
Sebenarnya psikotropika baru diperkenalkan sejak lahirnya suatu 
cabang ilmu farmakologi yaitu psikofarmakologi berkembang dengan 
pesat sejak dikemukakannya alkaloid rauwolfia dan chlopmazin yang 
ternyata efektif untuk mengobati kelainan psikiatrik. Sedang istilah 
psikotropik mulai banyak digunakan pada tahun 1971, sejak dikeluarkan 
oleh Convention On Psicotropic substance oleh General Assembely (PBB) 
yang menempatkan zat-zat tersebut dibawah control Internasional. 
                                                          
       
9
 https://dedihumas.bnn.go.ig/read/section/artikel/2011/10/31/189/sejarah-singkat-narkoba 
diakses 2 Oktober 2019. 
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Psikotropika berasal dari kata psiko artinya jiwa dan tropos artinya 
bergerak, efeknya menyerang susunan saraf pusat mendatangkan berbagai 
pengaruh terhadap penggunanya, seperti euphoria, halusinasi, stimulasi 
dan dapat berakibat fatal pada kematian, serta dapat mengubah tingkah 
laku dan lingkungan mental manusia, penggunanya merasa tidak ingin 
tidur sampai obat itu larut dalam darah. 
Psikotropika adalah zat atau obat berbahaya yang merupakan zat 
kimia yang mengubah  reaksi tingkah laku seseorang terhadap 
lingkungannya. Psikotropika adalah berbagai obat-obat yang bukan 
termasuk narkotika tetapi mempunyai efek yang sama dengan narkotika 
apabila disalah gunakan. 
Rumusan lain tentang psikotropika dikemukakan oleh : Dwi Yanni, 
bahwa psikotropika adalah zat atau obat, baik alamia maupun sintesis yang 
berkasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat 
yang menyebabkan perubahan has pada aktivitas mental dan prilaku. 
Berdasarkan pengertian psikotropika yang telah dikemukakan 
kesemuanya menunjukkan bahwa psikotropika adalah zat selektif pada 
susunan saraf yang menimbulkan efek terhadap aktivitas dan prilaku. 
Dampak buruk psikotropika pada kesehatan, sosial, ekonomi lebih banyak 
dari pada dampak buruk yang disebabkan oleh miras. Psikotropika itu 
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melelahkan tubuh, mempengaruhi kinerja tubuh terutama hati, urat saraf 
yang dapat menyebabkan penggunanya meninggal dunia. 
10
 
Psikotropika mencakup dalam obat-obatan Ekstasi yaitu golongan 
yang mempunyai potensi amat kuat untuk menimbulkan sindroma, 
ketergantungan. Ditinjau dari segi kedokteran forensik, psikotropika dalam 
tindak pidana yang menyangkut tubuh, kesehatan atau nyawa manusia 
dapat dibagi dalam 2 aspek, yaitu sebagai penyebab kematian korban 
pengguna psikotropika dan sebagai faktor pencetus atau penyebab 
terjadinya suatu peristiwa tidan pidana. Sebagai penyebab kematian, 
contoh yang paling relavan untuk saat ini adalah ekstasi, adapun obat tidur 
seperti pil koplo, nipam atau mogadon adalah psikotropika yang sering di 
kaitkan dengan kasus kejahatan seksual misalnya kasus pemerkosaan.  
Mengapa ekstasi atau pil setan semakin banyak dinikmati, terutama 
oleh kaum muda kita sehingga sesuai dengan hukum pasar pasokannya 
pun terus membanjir terutama dari Belanda? Ini tentu sedikit banyak 
berkaitan dengan pengaruh pil ekstasi tersebut terhadap aktivitas mental 
dan perilaku seseorang yang menggunakan pil setan tersebut. Seperti 
diketahui, ekstasi pada mulanya dipakai untuk penambah semangat, untuk 
mengatasi kelelahan, sebagai perangsang bagi prajurit yang bertempur di 
medan laga. Ekstasi di ketahui juga dapat menghilangkan nafsu makan 
                                                          
       
10
 Muh Purwagil Abdilah, “Aspek Mudarat Terhadap Penggunaan Psikotropika Oleh Anak di 
Kota Makassar (Studi Kasus Pantai Losari Kota Makasaar)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas 
Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Makassar 2017. 
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sehingga dipakai untuk mengurangi kegemukan, terutama bagi kaum 
wanita.
11
 
4. Jenis-jenis psikotropika 
Adapun golongan Psikotropika menurut Undang-undang No.5 
Tahun 1997 adalah sebagai berikut : 
1. Golongan I 
Psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu 
pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai 
potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh :  
a. Brolamfetamina   
b. Etisklida 
c. LSD 
d. Ecstasy 
2. Golongan II  
Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan 
dalam terapi atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai 
potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh :  
a. Amphetamie 
b. Deksafetamine 
c. Fenetelina 
d. Funitrazepan 
                                                          
       
11
 Abdul Mun’im Idries, Mengungkap Kejahatn Narkoba, (Jakarta:Mizan Publika, 2013), hal. 
28.  
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3. Golongan III 
Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan 
dalam terapi atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai 
potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh :  
a. Amobarbital 
b. Buprenofina 
c. Butalbital 
d. funitraspar 
4. Golongan IV  
Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas 
digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan 
serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma 
ketergantungan. Contoh :  
a. Alloborbital 
b. Alpnazolan 
c. Amfepramona 
d. Aminorek  
Dan dari beberapa psikotropika yang telah di bahas, berikut 
jenis psikotropika yang sering di gunakan masyarakat : 
1. Ecstasy, dikenal di dunia pengobatan sebagai methydixy 
methanpetamin dengan nama populernya MDMA. Ecstasy 
merupakan obat sintesis yang dikembangkan perusahaan ERNS 
MERK di jerman tahun 1914, ecstasy beredar dalam bentuk tablet 
29 
 
dan kapsul dengan nn ukuran sebesar kancing baju. Penggunaan 
ecstasy memiliki efek psikologis yaitu : meningkatkan 
kegembiraan, kepercayaan diri, energi dan stamina menjadi aktif, 
menggambarkan prasaan saling mengerti antara mereka, pemakai 
akan mengalami depresi dan kelesuhan apabila dirangsang 
terhadap tubuh adalah : berkeringat, mulut kering, rasa haus 
meningkat, mata berair, kelebihan tenaga, kehilangan nafsu makan, 
mual-mual dan muntah.
12
 
2. Shabu-shabu, dikenal dengan nama kimia methmfetamin yang 
mempunyai kesamaan sifat dengan ecstasy yaitu sama-sama 
tergolongan zat psikotropika dan mempengaruhi stimulasi otak 
yang akan menyebabkan ketergantungan. Efek pengguna shabu-
shabu ini secara umum hampir sama dengan ecstasy yaitu 
menyebabkan badan lebih segar dan tidak lelah, kepercayaan diri 
meningkat, tenaga bertambah dan prasaan menjadi gembira serta 
nafsu makan berkura ng. Efeknya bermacam-macam tergantung 
kondisi kejiwaan sebelum mengkonsumsi atau berupa delosi 
formikasi yang seolah-olah ada serangga diseluruh tubuh. 
3. LSD atau lyserrgicacid dietthlamide, ini berasal dari jamur tumbuh 
pada kotoran sapi yang kemudian dikembangkan dalam bentuk 
bubuk putih buatan yang dapat larut dalam air. LSD tersedia dalam 
berbagai jenis misalnya kapsul, gula nalok, butiran kecil serta 
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 Muh Purwagil Abdilah, “Aspek Mudarat Terhadap Penggunaan Psikotropika Oleh Anak di 
Kota Makassar (Studi Kasus Pantai Losari Kota Makasaar)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas 
Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Makassar 2017. 
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berbentuk kertas. LSD dapat menimbulkan efek halusinasi, 
sipemakai dapat melihat segala sesuatu yang tidak dapat dilihat 
orang lain. Halusinasi ini dapat menjadi sangat berbahaya jika yang 
dilihat ini mendorong bertingkah laku sesuai khayalannya dan 
memiliki tingkat kecmasan tinggi.
13
 
4. Steroid, merupakan istilah bahan anabolic yang dapat 
meningkatkan ukura n otot dan kekuatan. Anabolic steroid 
merupakan zat sintensis sistoteren yang memiliki struktur kimia 
sama dengan testosterone. Anabolic, merangsang pertumbuhan otot 
dan mengakibatkan perkembangan ciri-ciri seksualitas pria, 
penggunaan steroid dapat meningkatkan kompetisi keagresifan. 
Resiko terhadap kesehatan adalah depresi, paranoid dan sifat 
agresif yang berlebihan. 
5. Amfettamin ini merupakan zat perangsang sintetik yang dapat 
berbentuk tablet dan kapsul serta berbentuk lainnya yang 
digunakan untuk pengobatan medis. Efek fisiologis menggunakan 
zat ini adalah : detak jantung dan tekanan darah meningkat, mulut 
kering, selalu berkeringat. Efek psiologisnya adalah : suasana 
gampang berubah, gelisah, mudah marah, bingung dan tegang. 
Selain itu dapat juga mempengaruhi tingkah laku si pemakai yang 
dapat mengarah ketingkat psikotik yang ditandai dengan paranoiud 
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 Soedjono, Narkotika di Indonesia (Jakarta : PT.Karya Nusantara, 1987), hal. 15. 
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yaitu sikap curiga yang tidak pada tempatnya, menghayal dan 
menghalusinasi. 
14
 
5. Efek pemakaian psikotropika 
Pemakaian narkoba secara umum dan juga psikotropika yang 
tidak sesuai dengan aturan dapat menimbulkan efek yang 
membahayakan tubuh. Berdasarkan efek yang ditimbulkan, narkoba 
dibedakan menjadi 3, yaitu :  
1. Depresan, yaitu menekan sistem-sistem syaraf pusat dan 
mengurangi aktifitas fungsional tubuh sehingga pemakai merasa 
tenang, bahkan bisa membuat pemakai tidur dan tak sadarkan diri. 
Bila kelebihan dosis bisa mengakibatkan kematian. Jenis narkoba 
depresan antara lain apioda, dan berbagai turunannya seperti 
morphin dan heroin. Contoh yang populer sekarang adalah putaw. 
2. Stimulan, merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kegairahan 
serta kesadaran. Jenis stimulan : kafein, kokain, Amphetamin. 
Contoh yang sekarang sering dipakai adalah shabu-shabu dan 
ekstasi. 
3. Halusinogen, efek utamanya adalah mengubah gaya persepsi atau 
mengakibatkan halusinasi. Halusinogen kebanyakan berasal dari 
tanaman seperti mascaline dari kaktus dan psilocybin dari jamur-
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 Sesangka Hari, Narkotika Psikotropika Dalam Hukum Pidana (Jakarta: PT. Sinar Garafika, 
2003), hal. 14-16. 
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jamuran. Selain itu ada juga yang diramu di laboratorium seperti 
LSD. Yang paling banyak dipakai adalah marijuana atau ganja.
15
 
6. Contoh Kasus Psikotropika di Media Sosial 
Dalam kasus Psikotropika ini saya mengambil contoh kasus 
yang baru-baru ini ramai dimedia sosial yaitu kasus yang terjadi kepada 
salah satu aktor Indonesia Tora Sudiro dan istrinya dalam kepemilikan 
pil Dumolid termasuk dalam psikotropika. Menurut yang termuat 
dalam detiknews Tora Sudiro ditangkap di rumahnya yang terletak di 
Tangerang Selatan pada kamis, 3 Agustus 2017 polisi juga menangkap 
istrinya Tora, Mieke Amalia. 
Dari rumahnya di perumahan Bali View Tangerang Selatan, 
polisi menyita barang bukti berupa 30 butir pil Dumolid. Penangkapan 
Tora dilakukan polisi dari hasil pengembangan kasus 3 minggu 
sebelumnya. “Itu Dumolid 30 butir, jadi 3 strip. Ini pengembangan dari 
kita nangkap 3 minggu yang lalu, pengembangan saja”, kata Kasat 
Narkoba Polres Jaksel Kompol Vivick tjangkut saat diminta 
konfirmasi. 
Polisi kemudian langsung melakukan tes urine kepada Tora dan 
istrinya, Mieke. Hasilnya menunjukkan keduanya positif menggunakan 
obat keras. “Tes urine benzo, benzo menggunakan obat keras, positif”, 
sebut Vivick. Setelah diketahui positif, polisi langsung melakukan 
pemeriksaan intensif terhadap Tora dan Mieke di Polres Metro Jakarta 
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 M.Pranjoto Utomo, “Psikotropika yang berbahaya bagi kesehatan”, Skripsi tidak diterbitkan, 
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta. 
2007. 
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Selatan. “Iya (Mieke juga diamankan). Kami lakukan pemeriksaan, 
diperiksa”, Tutur Vivick. 
Esoknya, jumat 04 Agustus 2017 polisi menetapkan Tora 
sebagai tersangka, Tora disangkakan dengan pidana Pasal 62 Undang-
undang Psikotropika Nomor 5 Tahun 1997 terkait dengan kepemilikan 
Dumolid. Dengan barang bukti tersebut, kita sesuai Undang-undang 
Psikotropika Tahun 1997 kami kenakan Pasal 62 dan kami lakukan 
proses sebagaimana Undang-undang  Psikotropika. Dengan ancaman 
penjara 5 tahun, “jelas Vivick saat jumat pers di kantornya”, jumat 04 
Agustus 2017. 
Sedangkan dalam pemeriksaan, Tora dan istrinya mengaku 
sudak setahun mengonsumsi Dumolid, kepada polisi Tora mengaku 
sudah setahun mengonsumsi obat tersebut. Obat itu dikonsumsi saat ia 
kesulitan tidur sementara itu status Mieke tidak dinaikkan menjadi 
tersangka. Hal ini karena polisi melihat Mieke hanya pemakai 
Dumolid. Dari barang bukti yang ditemukan TS (Tora Sudiro) adalah 
kepemilikannya, sedangkan istrinya hanya menggunakan saja, ucapnya. 
Hari ini jumat kami akan pulangkan Mieke untuk kembali 
kepada keluarganya, tentu kami sarankan pengobatan. Sedangkan TS 
telah kami tandatangani surat perintah tanda tangan untuk ditahan, 
tambahnya. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Tora Sudiro harus 
membuktikan memiliki resep dokter jika ingin mengajukan rehabilitas, 
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Undang-Undang Psikotropika sendiri tidak mengatur rehabilitas untuk 
pemakainya. 
Untuk Undang-undang Psikotropika ini memang tidak diatur 
dilakukan rehab. Kalaupun dari pihak Tora mengajukan rehab, itu harus 
ada dari pihak medis dokter yang pernah menangani. Itu diatur dalam 
Pasal 37 (Undang-undang Psikotropika), jika ada pembuktian adanya 
barang bukti ini bisa dipertanggungjawabkan secara medis, ada resep 
dokter, maka memang harus dilakukan rehab, jelas Vivick. 
Vivick mengatakan penggunaan Dumolid harus dengan resep 
dokter karena termasuk kategori psikotropika, Tora dijerat dalam kasus 
ini karena tidak memiliki resep dokter. Karena dia digunakan tanpa 
resep dokter, dia melanggar Undang-undang Psikotropika karena dia 
kepemilikan barang bukti psikotropika dan tidak bisa membuktikan, 
ujarnya. 
Sabtu 05 Agustus 2017, Tora mendatangi kantor Badan 
Narkotika Nasional (BNN), Cawang, Jakarta Timur, untuk menjalani 
proses assessment terkait dengan kasus kepemilikan psikotropika 
Dumolid. Hasil assessment akan menentukan soal rehabilitasi. Tora ke 
kantor BNN untuk menjalani assessment. Assessment ini untuk 
menentukan dia direhabilitasi atau tidak, kata Kabag Humas BNN 
Kombes Sulistiandriatmoko saat dimintai konfirmasi. 
Senin 07 Agustus 2017, polisi menerima hasil assesment Tora 
dari BNN. Tora akan menjalani pengobatan terkait dengan penggunaan 
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psikotropika. Hasilnya kami baru terima, tapi kita terus melakukan 
koordinasi karena dari hasil yang kami terima untuk diarahkan untuk 
melakukan pengobatan, ucap Vivick di Mapolres Jaksel, Jl Wijaya II, 
Kebayoran Baru. 
Menurut Vivick, proses pengobatan yang diarahkan BNN akan 
dilakukan di RS Ketergantungan Obat (RSKO). Tora sebelumnya 
mengaku sudah setahun mengonsumsi psikotropika jenis Dumolid. 
Pengobatan ini diarahkan ke RSKO dan kami akan koordinasi lagi ke 
RSKO untuk kelanjutan proses ini, imbuh Vivick. 
Tora akhirnya resmi menjalani rehabilitasi di Rumah Sakit 
Ketergantungan Obat Cibubur, Jakarta Timur. Tora juga telah 
menjalani pemeriksaan kesehatan di RSKO Cibubur pada Senin 07 
Agustus 2017, hal itu bia dijalani setelah keluarnya surat perintah 
pengalihan penahanan yang dikeluarkan oleh Polres Metro Jakarta 
Selatan. 
Suratnya itu surat perintah pengalihan penahanan berdasarkan 
hasil pemeriksaan Tora Danang Sudiro mengalihkan penahanan 
tersangka dari rumah tahanan Polres Jakarta Selatan ke Rumah Sakit 
ketergantungan Obat Jakarta Timur, Jalan lapangan tembak No. 75, 
Cibubur. Sejak tanggal 07 Agustus 2017 sampai mengikuti proses 
hukum pada tingkat penyidikan, ujar pengacara Tora, Lydia 
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Wongsonegoro, saat ditemui di kawasan Wijaya, Kebayoran Baru, 
Jakarta Selatan, Senin 07 Agustus malam.
16
 
B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Bandar Psikotropika Dalam 
Pandangan Hukum Islam dan Fatwa MUI 
Hukum pidana Islam kejahatan dapat dirujuk pada istilah Jināyah. 
Istilah lain hukum kepidanaan atau disebut dengan jarīmah adalah perbuatan-
perbuatan yang dilarang oleh syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman 
ḥad atau ta’zīr.17 Menurut istilah jarīmah adalah perbutan-perbuatan yang 
dilarang oleh syara’, syara’ sendiri mengandung pengertian yang pertama yaitu 
larangan berbuat, larangan mengerjakan perbuatan yang dilarang. Dan yang 
kedua larangan tidak berbuat, larangan meninggalkan perbuatan yang 
diperintahkan yang diancam dengan hukuman ḥad atau ta’zīr.18 
Jarīmah disebut juga dengan. Jināyah. Menurut Abdul Qodir Audah 
pengertian Jināyah adalah sebagai berikut:  
Jināyah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara’, baik 
perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.  
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 http://m.detik.com/news/berita/d-3590162/alur-kasus-tora-sudiro-dari-ditangkap-polisi-
hingga-masuk-rsko diakses 19 Oktober 2019. 
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Ahmad Wardi Muslich,Hukum Pidana Islam,(Jakarta:Sinar Grafika,2005),hlm. ix. 
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Ahmad Wardi Muslich,Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam,Cet.2,(Jakarta:Sinar 
Grafika,2006),hlm. 9. 
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Dari segi berat ringannya hukuman, Jarīmah terbagi menjadi tiga 
bagian yaitu jarīmah ḥudūd, jarīmah ta’zīr, dan jarīmah qiṣāṣ dan diyat berikut 
penjelasannya : 
1.  Jarīmah ḥudūd dan Sunnah Nabi. Sanksinya berupa ḥad. Hukumannya 
berupa rajam, jilid atau dera, potong tangan, penjara, eksekusi bunuh, 
pengasingan, dan salib.  
2. Jarīmah ta’zīr yaitu perbuatan pidana yang bentuk dan acaman 
hukumannya ditentukan oleh penguasa(hakim) sebagai plajaran kepada 
pelakunya. Dalam pengertian istilah hukum Islam merupakan hukuman 
yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenai ḥad. 
Hukumannya berupa hukuma penjara, skorsing atau pemecata gati rugi, 
pukulan, teguran, dan jenis hukuman lain yang dipandang sesuai dengan 
pelanggaran yang dilakukan.
19
 
3. Qiṣāṣ diyāt adalah suatu kejahatan terhadap jiwa (menghilangkan nyawa) 
dan anggota badan (pelukaan) yang di ancam dengan hukuman qiṣāṣ 
(serupa=semisal) atau hukum diyāt (ganti rugi dari si pelaku atau ahlinya 
kepada si korban atau walinya. Kejahatan yang masuk golongan qiṣāṣ- 
diyāt ini dalam hukum pidana barat biasa dikenal dengan tindak pidana 
terhadap tubuh dan jiwa.
20
  
Tindak pidana merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh 
syara’ yang diancamka oleh Allah SWT dengan hukuman ḥudūd atau ta’zīr. 
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 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Depok: Raja Grafindo Persada,2017), hlm.13-14. 
       
20
Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam Di Indonesia, (Yogyakarta:Teras, 2009), hal. 165. 
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Larangan-larangan itu dapat berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau 
meninggalkan perbuatan yang diperintahkan untuk dilaksanakan. Maksud 
penyebutan kata syara’ bahwa larangan-larangan harus datang dari naṣṣ- naṣṣ 
(ketentuan) syara’.  
Setiap tindak pidana mempunyai unsur-unsur umum yang harus di 
penuhi. Unsur-unsur ini ada tiga, yaitu sebagai berikut: 
1. Harus ada naṣṣ yang melarang perbuatan (tindak pidana) dan 
mengancamkan hukuman terhadapnya. Inilah yang dalam istilah hukum 
konvensional dinamakan unsur formal (ar-rukn asy-syar’i) 
2. Melakukan perbuatan yang mmbentuk tindak pidana, baik perbuatan 
maupun sikap tidak berbuat. Inilah yang dalam istilah hukum konvensional 
dinamakan unsur material (ar-rukn al-madd) 
3. Pelaku harus orang yang mukalaf, artinya dia bertanggung jawab atas 
tindak pidananya. Inilah yang dalam istilah hukum konvensional masa kini 
dinamakan unsur moral (ar-rukn adabi). 
Qiyas seperti mempertemukan sesuatu yang tidak ada nas hukumnya 
dengan hal lain yang ada nas karena ada persamaan illat hukum.
21
 Dengan 
demikian qiyas merupakan penerapan hukum analogis terhadap hukum sesuatu 
yang serupa karena prinsip persamaan illat akan melahirkan hukum yang sama 
pula. Oleh karenanya, asas qiyas adalah menghubungkan dua masalah secara 
analogis berdasarkan persamaan sebab dan sifat yang membentuknya. Apabila 
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 Ahmad Masfuful Fuad, Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Istinbat Al-Hukm, Jurnal 
Mazahib, (Yogyakarta) Vol XV, nomor 1, 2016), hlm.44. 
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pendekatan analogis itu menemukan titik persamaan antara sebab-sebab dan 
sifat-sifat antara dua masalah tersebut, maka konsekuensinya harus sama pula 
hukum yang ditetapkan.  
Fatwa MUI nomor. 53 Tahun 2014 tentang Hukuman Mati Bagi 
Produsen, Bandar, dan Pengedar Narkoba perlu dikaji lebih lanjut. Mengingat, 
masih banyak masyarakat yang belum memahami sepenuhnya bagaimana 
parahnya bahaya penyalahgunaan Narkoba dengan berbagai macam alasan 
madharat untuk seluruh kalangan dan lapisan masyarakat, sehingga munculnya 
fatwa MUI tersebut yang didasarkan dari berbagai fakta dan landasan hukum 
agama Islam.  
Melalui kajian ini diharapkan masyarakat menjadi sadar akan bahaya 
penyalahgunaan Narkoba beserta konsekwensi hukum, baik hukum positif di 
Indonesia maupun menurut hukum Islam. Jika produsen, Bandar dan Pengedar 
Narkoba bisa dihukum mati diharapkan bisa menjadi pembelajaran dan 
memberikan efek jera bagi masyarakat luas.
22
 
Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang 
hukuman bagi produsen, bandar, pengedar, dan penyalah guna Narkoba :  
a. Ketentuan Umum : 
1. Ḥad adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan 
kadarnya telah ditetapkan oleh nash. 
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 Didit Ardiyanto, “Analisis Fatwa MUI No. 53 Tahun 2014 Tentang Hukum Mati Bagi 
Produsen, Bandar dan Pengedar Narkoba”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum 
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Semarang. 2017. 
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2. Ta’zīr adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan 
kadarnya diserahkan kepada ulil amri (pihak yang bewenang 
menetapkan hukuman).  
b. Ketentuan Hukum 
1. Memproduksi, mengedarkan, dan menyalahgunakan narkoba tanpa hak 
hukumnya haram, dan merupakan tindak pidana yang harus dikenai 
hukuman ḥad dan/atau ta’zīr. 
2. Produsen, bandar, pengedar dan penyalahguna narkoba harus diberikan 
hukuman yang sangat berat karena dampak buruk narkoba jauh lebih 
dahsyat dibanding dengan khamr (minuman keras).  
3.  Negara boleh menjatuhkan hukuman ta’zīr sampai dengan hukuman 
mati kepada produsen, bandar, pengedar dan penyalahguna narkoba 
sesuai dengan kadar narkoba yang dimiliki atau tindakan tersebut 
berulang, demi menegakan kemaslahatan umum.  
4. Pemerintah tidak boleh memberikan pengampunan dan/atau 
keringanan hukuman kepada pihak yang telah terbukti menjadi 
produsen, bandar, pengedar dan penyalahguna narkoba. 
5. Penegak hukum yang terlibat dalam produksi dan peredaran narkoba 
harus diberikan pemberatan hukuman.
23
 
Hukum Islam, istilah narkoba tidak disebutkan secara langsung dalam Al-
qur’an maupun dalam sunah. Dalam Al-qur’an hanya disebut khamr, walaupun 
demikian narkoba termasuk kategori khamr, bahkan narkoba lebih berbahaya dari 
                                                          
       
23
  Fatwa  Majelis Ulama Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Hukuman Bagi Produsen, 
Bandar, Pengedar dan Penyalah Guna Narkoba. 
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pada khamr. Oleh karena itu, dalam kaidah ushul fiqh, belum di tentukan status 
hukumnya.
24
 
                                                          
        24 Ahmad Syafii, “Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum 
Positif”, Jurnal Hunafa, (STAN Datokarama) Vol.6 Nomor 2, Agustus 2009, hlm. 230-231. 
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BAB III 
SANKSI PIDANA TERHADAP BANDAR PSIKOTROPIKA DALAM 
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM 
A. Sanksi Pidana Terhadap Bandar Psikotropika dalam Hukum Positif  
Sanksi sendiri merupakan reaksi, akibat, dan konsekuensi pelanggaran 
kaidah sosial. Sanksi pada umunya adalah alat pemaksa agar seseorang 
menaati norma-norma yang berlaku. Pada hakikatnya sanksi bertujuan untuk 
memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang telah terganggu oleh 
pelanggaran-pelanggaran kaidah dalam keadaan semula. Tugas sanksi adalah 
sebagai berikut: 
1. Merupakan alat pemaksa atau pendorong atau jaminan agar norma hukum 
dotaati oleh setiap orang. 
2. Merupakan akibat hukum bagi seseorang yang melanggar norma hukum.1 
Sanksi pidana dapat merampas nyawa manusia, kebebasan maupun 
harta benda yang dimiliki oleh subjek hukum.
2
 Penetapan sanksi pidana secara 
teoritis dimulai dengan penetapan perbuatan yang dilarang karena dianggap 
merugikan kepentingan hukum atau kriminalisasi. Jika proses kriminalisasi 
atas perbuatan tersebut telah selesai, pembentukan undang-undang kemudian 
dihadapkan kepada sekian banyak alternatif untuk melindungi kepentingan 
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 Hambali Thalib, Sanksi Pemidanaan dalam Konflik Pertahanan, (Jakarta: PT. Kencana 
Prenada Media Group, 2009), hlm. 11-12. 
       
2
 Ali Zaidan, Menuju Pembaruan Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 10. 
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hukum yang diatur tersebut melalui sanksi hukum yang diancam kepada 
pelanggar.
3
 
Van Hattum hukum pidana positif ialah suatu keseluruhan dari asas-
asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat 
hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dan ketertiban 
hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat 
melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-
peraturannya dengan suatu penderiataan yang bersifat khusus berupa 
hukuman.
4
 
Tujuan hukum pidana adalah melindungi kepentingan masyarakat dan 
perseorangan dari tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan akibat adanya 
suatu pelanggaran oleh seseorang. Hukum pidana tidak hanya menitik beratkan 
kepada perlindungan masyarakat, tetapi juga individu perseorangan, sehingga 
tercipta keseimbangan dan keserasian. 
Fungsi hukum pidana yang demikian dalan teori sering kali pula 
disebut sebagai fungsi subsidiaritas. Artinya, penggunaan hukum pidana itu 
haruslah dilakukan secara hati-hati dan penuh dengan berbagai pertimbangan 
secara komprehensif. Sebab selain sanksi hukum pidana yang bersifat keras, 
juga karena dampak penggunaan hukum pidana yang dapat melahirkan 
penalisasi maupun stigmatisasi yang cenderung negatif dan berkepanjangan.
5
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Ibid.. hlm. 11. 
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 Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 
1997), hlm. 2-3. 
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 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hlm. 13. 
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Narkoba sendiri semakin kesini semakin banyak yang menggunakan 
dan bahkan para remaja yang masih berumur belasan tahun sudah banyak yang 
mengenal narkoba, pengertian narkoba sendiri yaitu narkoba dapat merusak 
jiwa dan akal seseorang. Berbagai efek berbahaya sudah banyak di jelaskan 
oleh pakar kesehatan.   
Narkoba dibagi dalam 3 jenis yaitu Narkotika, Psikotropika dan zat 
Adiktif lainnya yaitu :  
a. Narkotika di bagi menjadi 3 golongan yaitu : golongan I adalah narkotika 
yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini 
digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Contohnya: heroin, 
kokain, morfin, dan opium.  
Narkotika golongan II adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, 
tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya: petidin, 
benzetidin, dan betametadol. 
Narkotika golongan III adalah narkotika yang daya adiktif ringan, tetapi 
bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya: kodein dan 
turunannya. 
b. Psikotropika dibagi menjadi 3 golongan yaitu: psikotropika golongan I 
adalah dengan daya adiktif yang sangat kuat, belum diketahui manfaatnya 
untuk pengobatan dan diteliti khasiatnya. Contohnya: MDMA, LSD, STP 
dan Ekstasi. 
45 
 
Psikotropika golongan II adalah psikotropika dengan daya adiktif sedang 
serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya: amfetamin, 
metamfetamin dan metakualon. 
Psikotropika golongan III adalah psikotropika yang memiliki daya adiktif 
ringan serta berguna untuk pengeobatan dan penelitian. Contohnya: 
niterazepam (BK, mogadom,dumolid) dan diazepam.
6
 
c. Zat Adiktif adalah zat-zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat 
menimbulkan ketergantungan pada pemakainya, diantaranya adalah 
rokok.
7
 
 Psikotropika adalah suatu obat yang termasuk dalam golongan 
Narkoba (Narkotika dan Obat-obatan berbahaya). Psikotropika adalah zat/obat 
yang dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan syaraf pusat 
dan menimbulkan kelainan prilaku, disertai dengan timbulnya halusinasi 
(mengkhayal), ilusi, gangguan  cara perpikir, perubahan alam perasaan dan 
dapat menyebabkan ketergantungan serta mempunyai efek stimulasi 
(merangsang) bagi para pemakainya. Psikotropika di satu sisi, merupakan obat 
atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan 
dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan di sisi lain dapat menimbulkan 
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ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa 
pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.
8
 
Pemakaian dan menjual pil double L atau sering di sebut pil koplo 
termasuk dalam psikotropika golongan III yaitu pil koplo biasanya digunakan 
sebagai obat untuk menenangkan diri atau sebagai obat insomnia tetapi jika 
digunakan tidak dengan resep dokter bisa di kenakan tindakan pidana yang di 
kenakan ancaman pidana. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau 
tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan 
yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana 
terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya 
kepentingan umum.   
Pemerintah Indonesia menciptakan Undang-undang yang secara 
khusus membahas mengenai Bandar yang di undangkan dalam Nomor 35 
Tahun 2009 tentang narkotika dan Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika  
masuk juga dalam undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 
Undang-undang bandar narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang 
narkotika Pasal 114 Ayat 2 yang berbunyi: 
“Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, 
menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau 
menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) 
yang dalam bentuk tanaman melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 
(lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 
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 Muhammad Didik Kardy, “Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Ommisi Dalam Tindak Pidana 
Psikotropika”, Skripsi tidak di terbitkan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasaar. 
Makassar. 2013. 
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(lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara 
seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan 
paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum 
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”.9 
Dalam Pasal 114 Ayat 2 memenuhi unsur:  
1. Kesalahan: Menawarkan untuk dijual 
2. Melawan hukum: Menjual,membeli 
3. Perbuatan: Menjadi perantara dalam jual beli 
4. Objek: Menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan 1 
5. Dalam bentuk: Tanaman melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang 
pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram. 
Sanksi pidana dalam Pasal 114 Ayat 2 yaitu dipidana dengan pidana 
mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 
(enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda 
maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). 
Dalam Undang-Undang pasal 59 ayat 1 Nomor 5 Tahun 1997 tentang 
Psikotropika yang berbunyi :  
“Barang siapa menggunakan psikotropika golongan I selain dimaksud 
dalam pasal 4 ayat 2, atau memproduksi dan/atau menggunakan dalam 
proses produksi psikotropika golongan I sebagaimana dimaksud pasal 6 
atau mengedarkan psikotropika golongan I tidak memenuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 3 atau mengimpor 
psikotropika golongan I selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau 
secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika 
golongan I Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) 
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tahun, paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit 
Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan paling banyak 
Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”. 10 
 Dalam pasal 59 ayat 1 memenuhi unsur :  
1. Kesalahan: menggunakan psikotropika golongan I. 
2. Melawan hukum: memproduksi dan/atau menggunakan. 
3. Perbuatan: dalam proses produksi psikotropika golongan I . 
4. Objek: mengedarkan psikotropika golongan I atau mengimpor 
psikotropika golongan I. 
5. Selain untuk: kepentingan ilmu pengetahuan atau secara tanpa hak milik, 
menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan I. 
 Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, paling 
lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 
(seratus lima puluh juta rupiah), dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh 
ratus lima puluh juta rupiah). Selanjutnya dalam pasal 62 Nomor 5 tahun 1997 
tentang psikotropika yang berbunyi:  
“Barangsiapa secara tanpa hak, memiliki d an/atau membawa Psikotropika 
akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan 
pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”. 
 Dalam pasal 62 ayat 1 memenuhi unsur:  
1. Kesalahan: tanpa hak. 
2. Melawan hukum: memiliki. 
3. Perbuatan: dan/atau membawa. 
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4. Objek: psikotropika. 
5. Hukuman: adakan dipidana dengan pidana penjara. 
 Sanksi pidana dalam pasal 62 ayat 1 yaitu dipidana penjara paling lama 5 
(lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta 
rupiah). 
 Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 pasal 197 tentang 
Kesehatan  yang berbunyi :  
“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan 
sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar 
sebagaimana dimaksud dala m pasal 106 ayat 1 dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 
1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). ” 
 Dalam pasal 197 ayat 1 memenuhi unsur:  
1. Kesalahan: dengan sengaja. 
2. Melawan hukum: memproduksi. 
3. Perbuatan: mengedarkan. 
4. Objek: sediaan farmasi. 
5. Mengedarkan: alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar. 
 Sanksi pidana dalam pasal 197 ayat 1 yaitu dipidana penjara paling lama 
15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar 
lima ratus juta rupiah). 
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 Beberapa jenis hukuman yang dapat dijatuhkan pada seseorang yang 
telah melakukan tindak pidana, dimana hukuman yang akan dijatuhkan itu dapat 
berupa :
11
 
1. Pidana pokok:  
a. Pidana mati 
b. Pidana penjara 
c. Kurungan 
d. Denda 
2. Pidana tambahan:  
a. Pencabutan hak-hak tertentu 
b. Perampasan barang-barang tertentu 
c. Pengumuman putusan hakim 
   Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ini, 
diharapkan mengurangi adanya pemakaian psikotropika yang berlebihan 
karena pada dasarnya pil psikotropika hanya untuk digunakan obat penenang 
dan insomnia digunakan secukupnya atas resep dokter bukan digunakan 
sembarangan tanpa aturan dan mengakibatkan ngefly dan membuat percaya 
diri tinggi selanjutnya membuat ketergantungan yang berefek buruk, dengan 
adanya Undang-Undang ini untuk membuat efek jera untuk para pengguna 
maupun pengedarnya. 
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B. Bandar Psikotropika dalam  Hukum Islam 
Zaman semakin berkembang berbanding lurus juga dengan kasus-kasus 
pidana yang semakin modern. Salah satunya bandar psikotropika atau bisa disebut 
seseorang yang membiayai aksi tersebut. Dalam bandar psikotropika pemerintah 
telah mengaturnya dalam Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang 
narkotika Pasal 114 Ayat 2 dan Pasal 132 Ayat 1. 
Sedangkan dalam hukum islam sendiri tidak ada ayat yang menjelaskan 
tentang persoalan ini. Sehingga harus menggunakan qiyas untuk menyamakan 
dengan ayat yang hampir sama kesalahannya dan sudah ditentukan nashnya. 
Untuk selanjutnya penulis menggunakan metode Qiyas dengan Qur’an Surat 
Al-Maidah ayat 90:   
 ااَّنَِّإ ْاوُنامآ انيِذَّلا ا اهُّ ياأ ايَ ُهوُبِناتْجااف ِنااطْيَّشلا ِل اماع ْن ِم ٌسِْجر ُمالاْزالأااو ُبااصنالأااو ُرِسْي امْلااو ُرْمْالْا
 انوُحِلْف ُت ْمُكَّلاعال-٩٠ -  
”Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, 
(berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah 
perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-
perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.12 
Dari ayat di atas memang tidak secara jelas mengatur tentang bandar 
psikotropika namun ada persamaan illat hukumnya. Ialah yang menjadi motif 
(alasan) adanya ketentuan hukum yaitu melakukan perbuatan keji. Jadi jika 
dimasukan dalam rukun-rukun qiyas: 
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 Departemen Agama RI. Al Qur’an dan Terjemahnya. (PT. Karya Toha Semarang : 
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a) Al-Aslu (Pokok). Yaitu peristiwa yang telah ditetapkan hukumannya 
berdasarkan nash. Jadi ayat diatas melarang kita untuk tidak 
melakukan perbuatan yang keji. Sebab melakukan perbuatan yang 
keji itu tidak baik dan meminum khamr bisa tidak sadarkan diri dan 
bisa melakukan hal-hal yang tidak di inginkan bisa berbuat zina dan 
membunuh orang lain. 
b) Fara (cabang). Yaitu suatu peristiwa yang belum ditetapkan 
hukumnya karena tidak ada nash yang dapat dijadikan dasar. Bandar 
psikotropika adalah perbuatan keji yang jelas haram karena menjual 
atau membiayai sesuatu yang bisa memabukan bahkan bandar 
tersebut kemungkinan besar juga meminum obat terlarang yang 
memabukan tersebut. Jadi secara tidak langsung antara bandar 
psikotropika dan peminum khamr hampir memiliki persamaan. Yang 
dimana bandar psikotropika ini adalah perbuatan keji dan termasuk 
perbuatan setan membiayai sesuatu hal yang haram sama halnya 
dengan meminum khamr dan berjudi yang sama-sama perbuatan 
keji. 
c) Hukum Ashal (hukum pokok). Yaitu hukum syara’ yang telah 
ditetapkan nashnya untuk pokok dan dikehendaki hukumannya 
berlaku juga untuk cabang. Jadi dalam surat Al-Maidah ayat 90 
bahwa kita harus menjauhi perbuatan yang keji serupa dengan setan 
seperti meminum khamr, melakukan judi. Sebab hal ini guna 
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menjaga diri agar tidak berbuat zina atau melakukan hal lain yang 
haram karena mabuk tidak sadarkan diri. 
d)  Al-‘Illat (sifat yang dijadikan dasar untuk membentuk suatu hukum) 
dalam penentuan illat ada tiga cara untuk mengetahuinya yaitu 
dengan nash, ijma atau as-sabr wa taqsim. Dalam kasus bandar 
psikotropika dengan perbuatan keji bisa disamakan karena suatu 
illat, yaitu perbuatan yang keji. Perbuatan meminum khamr, berjudi, 
menyembah berhala semuanya perbuatan keji yang harus dijauhi. 
Jadi dari uaraian di atas bisa ditarik kesimpulan. Bahwa 
bandar psikotropika bisa disamakan dengan perbuatan yang ada di 
surat Al-Maidah ayat 90 yaitu meminum khamr adalah perbuatan 
keji yang dimana telah memenuhi rukun-rukun qiyas yang ada. 
Sehingga surat Al-Maidah ayat 90 bisa dijadikan dasar pertimbangan 
untuk menjerat bandar psikotropika. Sedang hukumannya peminum 
khamr dijelaskan 80 kali dera namun hukuman bagi bandar 
psikotropika tidak ada didalam nash sehingga hukumannya berupa 
hukuman ta’zir yang ditentukan oleh ulama atau pun pemerintah 
yang sah. 
Ta’zir sendiri merupakan perbuatan pidana yang bentuk dan 
ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa (hakim) sebagai 
plajaran kepada pelakunya. Dalam pengertian istilah hukum islam 
merupakan hukuman yang bersifat mendidik yang tidak 
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mengharuskan pelakunya dikenai had. Hukumannya berupa 
hukuman penjara, skorsing atau pemecatan ganti rugi, pukulan, 
teguran dan jenis hukuman lain yang dipandang sesuai dengan 
pelanggaran yang dilakukan.
13
 
Surat Al-Baqarah ayat 219: 
 ان ْنِم ُرا بْكاأ ا امُُهْثِْإاو ِساَّنِلل ُعِفااناماو ٌيرِب اك ٌْثِْإ اامِهيِف ْلُق  ِۖرِسْي امْلااو ِرْمْالْا ِناع اكانوُلاأْساي اكانُولاأْساياو  ا امِهِعْف
 ُمُكال ُ َّللَّا ُ  ِيّا ب ُي اكِل َٰاذاك  اوْفاعْلا ِلُق انوُقِفْن ُي ااذاام َّكافا تا ت ْمُكَّلاعال ِت ايَْلْانوُر  
“Mereka berkata kepadamu tentang khamar judi. Katakanlah pada 
keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi 
dosanya lebih besar dari manfaatnya”.  
Menurut ayat diatas peminum khamr merupakan suatu perbuatan dosa, 
sehingga seseorang yang memberikan jalan untuk melakukan perbuatan tersebut 
sama halnya melakukan dosa tersebut, sehingga ia dapat dijerat hukuman yang 
sama dengan peminum. 
  Fatwa MUI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Hukuman bagi produsen, 
bandar, pengedar, dan penyalahguna narkoba yaitu:  
 Dasar-dasar yang digunakan dalam fatwa MUI Nomor 53 Tahun 2014 
dalam Hadis-hadis Nabi SAW yang melarang mengkonsumsi zat yang 
memabukkan dan/atau merusak yaitu:  
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 ىَّلاص  ِِبَّنلا ْناع اةاشِئااع ْناع ٌمااراح اوُها ف اراكْساأ ٍبااراش ُّلُك : الااق امَّلاساو ِهْيالاع ُالله 
"Dari Aisyah RA, dari Rasulillah SAW, ia bersabda: Setiap minuman yang 
memabukkan adalah haram" (HR. Bukhari dan Muslim).  
 
 ِالله ُلْوُسَر َدَلَج امَّلاساو ِهْيالاع ُالله ىَّلاص  ْالْا فِ َّنُس ُّلُكاو اْيِّن اااثْ ُر امُعاو واْيِّعاعْراا ٍرْكاع ْو ُعاأاو واْيِّعاعْراا ِرْم ٌة 
“Rosulullah SAW menjilid (mencambuk) orang yang meminum khamar 
sebenarnya empat puluh kali, dan Abu Bakar empat puluh kali, dan Umar 
delapan puluh kali dan keseluruhan ini adalah sunnah” (HR.Muslim). 
MENIMBANG : 
a.  Bahwa penyalahgunaan jenis-jenis narkotika dan berbagai zat adiktif yang 
menimbulkan ketergantungan serta merusak tubuh seperti saraf, otak dan hati, 
mempunyai dampak serius pada kerusakan moral dan sosial masyarakat, 
khususnnya generasi muda, sehingga mengancam masa depan bangsa dan 
Negara; 
b. Bahwa saat ini Indonesia telah menjadi pasar tujuan peredaran narkoba, dan 
bahkan menjadi produsennya sehingga semakin banyak korban berjatuhan 
sebagai pecandu narkoba tanpa batasan usia. 
c. Bahwa untuk melindungi bangsa dan negara, terutama generasi muda, perlu 
dilakukan berbagai upaya bersama untuk menanggulangi penyalagunaan 
jenis-jenis narkotika dan berbagai zat adiktif lainnya secara komprehensif; 
d. Bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu 
menetapkan fatwa tentang Hukuman Bagi Produsen, Bandar, Pengedar, dan 
Pengguna Narkoba untuk dijadikan pedoman.   
56 
 
Dalam keputusan Fatwa MUI, terdapat beberapa ketentuan yang dimaksud 
adalah Menetapkan dan memutuskan: 
Pertama: Ketentuan Umum 
1. Ḥad adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya telah 
ditetapkan oleh nash. 
2. Ta’zīr adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya 
diserahkan kepada ulil amri (pihak yang berwenang menetapkan hukuman). 
Kedua: Ketentuan Hukum 
1. Memproduksi, mengedarkan dan menyalahgunakan narkoba tanpa hak 
hukumannya haram, dan merupakan tindak pidana yang harus dikenai 
hukuman ḥad dan/atau ta’zīr.  
2.  Produsen, bandar, pengedar dan penyalahguna narkoba harus diberikan  
hukuman yang sangat berat  karena dampak buruk narkoba jauh lebih dahsyat 
dibanding dengan khamar (minuman keras). 
3. Negara boleh menjatuhkan hukuman ta’zīr sampai dengan hukuman mati 
kepada produsen, bandar dan penyalahguna narkoba sesuai dengan kadar 
narkoba yang dimiliki atau tindakan tersebut berulang , demi menenangkan 
kemaslahatan umum. 
4. Pemerintah tidak boleh memberikan pengampunan dan/atau keringanan 
hukuman kepada pihak yang telah terbukti menjadi produsen, bandar,  
pengedar dan penyalahguna narkoba. 
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5. Penegak hukum yang terlibat dalam produksi dan peredaran narkoba harus 
diberikan pemberantasan hukum.    
Ketiga: Rekomendasi 
1. Meminta kepada pemerintah untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan 
terhadap peredaran gelap narkoba untuk melindungi kamaslahatan umum serta 
melakukan rehabilitasi terhadap korban narkoba. 
 2. Meminta kepada Pemerintah agar program rehabilitasi korban narkoba harus 
diintegrasikan dengan pertaubatan dari tindakan haram yang dilakukan.  
3. Meminta Presiden RI sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan untuk 
membuat kepeloporan dalam perang terhadap kejahatan narkoba, 
mengeluarkan instruksiinstruksi yang lebih keras dan intensif terhadap 
penanggulangan korban penyalahgunaan narkotika serta memberikan hukuman 
yang keras dan tegas untuk kepentingan efek jera. 
 4. Meminta masyarakat agar terlibat aktif dalam melakukan pencegahan dan 
pemberantasan peredaran narkoba di kalangan masyarakat. 
 5. Menghimbau kepada para ulama, tokoh agama, da’i dan muballigh, pendidik, 
kepada Alim Ulama, Guru-guru, Mubaligh dan pendidik untuk lebih giat 
memberikan pendidikan/penerangan terhadap masyarakat mengenai bahaya 
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penyalahguna-an narkotika serta bersama-sama seluruh eleman masyarakat 
berusaha menyatakan "Perang Melawan Narkotika".
14
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 BAB IV  
ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP BANDAR 
PSIKOTROPIKA DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM 
 
A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Bandar Psikotropika Dalam 
Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam 
 Psikotropika adalah zat atau obat berbahaya yang merupakan zat kimia 
yang mengubah reaksi tingkah laku seseorang terhadap lingkungannya. 
Psikotropika adalah berbagai obat-obat yang bukan termasuk narkotika tetapi 
mempunyai efek yang sama dengan narkotika apabila disalah gunakan. 
1. Bandar Psikotropika Dalam Hukum Positif 
Dalam hukum positif Psikotropika diatur dalam Undang-undang 
Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Dan di rumuskan dalam pasal 
59 tentang Psikotropika dan dalam Undang-undang Nomor 36 Pasal 197 
Tahun 2009 tentang Kesehatan. 
Pasal 59 ayat 1 yang menjelaskan mengenai psikotropika yang 
berbunyi:   
“Barang siapa menggunakan psikotropika golongan I selain 
dimaksud dalam pasal 4 ayat 2, atau memproduksi dan/atau 
menggunakan dalam proses produksi psikotropika golongan I 
sebagaimana dimaksud pasal 6 atau mengedarkan psikotropika 
golongan I tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud 
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dalam pasal 12 ayat 3 atau mengimpor psikotropika golongan I 
selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau secara tanpa hak 
memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan I 
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, 
paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit 
Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan paling 
banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)  ”. 1 
 Analisis unsur yang terdapat dalam pasal 59 ayat 1 yaitu: 
1. Barang siapa yang dimaksud dalam pasal ini adalah ditunjukan pada siapa 
saja yang menggunakan, menyebarkan dan menjual psikotropika. 
2. Kesalahan: menggunakan psikotropika golongan I di artikan siapapun 
yang menggunakan atau mengedarkan psikotropika golongan I akan 
mendapatkan ancaman hukuman sesuai dengan pasal tersebut. 
3. Melawan hukum: memproduksi dan menggunakan disini yang dimaksud 
memproduksi yaitu mempunyai Psikotropika golongan I itu yang cukup 
banyak dan bisa digunakan sendiri dan bisa juga di jual ke orang lain dan 
sedangkan menggunakan jelas mempunyai psikotropika golongan I yang 
tidak terlalu banyak dan digunakan sendiri tidak cukup untuk di jual atau 
diedarkan. 
4. Perbuatan: menggunakan, mengedarkan, memproduksi Psikotropika. 
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5. Objek: psikotropika yaitu obat-obatan atau zat yang menimbulkan 
sindroman dan ketergantungan, psikotropika tidak sama dengan narkotika 
tetapi mempunyai efek yang sama dengan narkotika, obat psikotropika 
sendiri awalnya digunakan untuk mengatasi anti cemas dan insomnia 
tetapi disalah gunakan menjadi obat-obatan untuk memabukkan dan bisa 
meningkatkan percaya diri yang tinggi jika digunakan secara ngawur tidak 
sesuai resep dokter dan itu mendapatkan ancaman hukuman sesuai dengan 
pasal tersebut. 
6. Akibat: mengakibatkan mengurangi kemampuan darah dalam menyimpan 
oksigen karena zat ini mengandung racun yang berbahaya, mengakibatkan 
penyakit kanker, penurun daya ingat, susah untuk bersosialisasi, tidak 
percaya diri dan bisa mengakibatkan kematian secara cepat. 
 Dalam pasal 59 ayat 1 ini mendapat ancaman hukuman dengan pidana 
penjara paling singkat 4 (empat) tahun, paling lama 15 (lima belas) tahun dan 
pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta 
rupiah), dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta 
rupiah). 
 Selanjutnya dalam pasal 62 Nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika 
yang berbunyi:  
“Barangsiapa secara tanpa hak, memiliki d an/atau membawa Psikotropika 
akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan 
pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”. 
Analisis unsur yang terdapat dalam Pasal 62 yaitu : 
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1. Barang siapa yang dimaksud dalam pasal ini adalah ditunjukan pada 
siapa saja yang menggunakan, menyebarkan dan menjual psikotropika. 
2. Kesalahan: tanpa hak disini diartikan sebagai melawan hukum yaitu 
bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam psikotropika 
menggunakan atau mengedarkan karena mempunyai hak sendiri tetapi 
bertentangan dengan hukum. 
3. Melawan hukum: memiliki disini diartikan mempunyai psikotropika 
atau obat-oabatan yang termasuk psikotropika yang digunakan sendiri 
atau bisa diedarkan. 
4. Perbuatan: memiliki dan membawa Psikotropika. 
5. Objek: penyalahgunaan psikotropika sendiri di artikan menggunakan 
psikotropika secara ngawur atau belebihan tidak sesuai resep dokter 
dan mengakibatkan memabukan atau ngefly, tidak menjadi diri sendiri. 
6. Akibat: memberikan pengaruh buruk kepada generasi muda untuk 
menggunakan atau memakai psikotropika dengan bujuk rayu bisa 
meningkatkan percaya diri yang tinggi dan memberi kekuatan yang 
lebih kepada tubuh. 
 Dalam pasal 62 ini mendapatkan ancaman hukuman dengan pidana 
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 
100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 
 Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 pasal 197 tentang 
Kesehatan  yang berbunyi :  
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“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan 
sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 1 dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 
1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). ”2 
 
 Analisis unsur yang terdapat dalam pasal 36 tentang Kesehatan yaitu: 
1. Setiap orang yang dimaksud dalam pasal ini adalah di tunjukan kepada 
pelaku yang melakukan tindak pidana psikotropika dalam mengedarkan 
dan memproduksi. 
2. Kesalahan: dengan sengaja yang diartikan adalah kesengajakan 
menggunakan atau mengedarkan psikotropika. 
3. Melawan Hukum: memproduksi atau mengedarkan yang dimaksud disini 
memproduksi yang membuat atau mempunyai psikotropika itu sendiri atau 
obat-obatan dan mengedarkan itu sendiri adalah menjual kepada orang lain 
atau menyalurkan kepada banyak orang terutama generasi muda. 
4. Perbuatan: dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan farmasi tanpa 
izin edar atau elegal. 
5. Objek: kesediaan farmasi atau alat kesehatan sebenarnya digunakan untuk 
obat anti cemas dan insomnia sesuai resep dokter namun jika digunakan 
secara ngawur tidak menggunakan resep dokter akan mendapat ancaman 
hukuman sesuai pasal diatas. 
6. Akibat: jika di edarkan tanpa izin dan digunakan secara ngawur tidak 
sesuai resep dokter bisa mengakibatkan kecanduan yang tinggi pada 
                                                          
       
2
 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 197 tentang Kesehatan. 
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penggunanya dan mempunyai efek samping yang fatal seperti bisa terkena 
sakit kanker, percaya diri hilang dan kematian.    
Dalam pasal 197 tentang kesehatan dikenakan ancaman hukuman dengan 
pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 
1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). 
2. Bandar Psikotropika Dalam Hukum Islam 
Menggunakan atau mengedarkan psikotropika merupakan 
berbuatan yang tidak baik dan dilarang oleh agama. Dalam hukum islam 
psikotropika sama hukumannya dengan meminum khamar namun 
hukuman bandar psikotropika tidak ada didalam nash sehingga 
hukumannya berupa ta’zir seperti yang dijelaskan dalam Qur’an Surat Al-
Maidah ayat 90 berikut ini :    
 ْي امْلااو ُرْمْالْا ااَّنَِّإ ْاوُنامآ انيِذَّلا ا اهُّ ياأ ايَ ْمُكَّلاعال ُهوُبِناتْجااف ِنااطْيَّشلا ِل اماع ْن ِم ٌسِْجر ُمالاْزالأااو ُبااصنالأااو ُرِس
 انوُحِلْف ُت-٩٠ - 
 ”Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, 
berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah 
perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-
perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.3 
Dari ayat di atas memang tidak secara jelas mengatur tentang bandar 
psikotropika namun ada persamaan illat hukumnya. Ialah yang menjadi motif 
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 Departemen Agama RI. Al Qur’an dan Terjemahnya. (PT. Karya Toha Semarang : Semarang, 
2002), hlm. 123. 
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(alasan) adanya ketentuan hukum yaitu melakukan perbuatan keji. Jadi jika 
dimasukan dalam rukun-rukun qiyas: 
a) Al-Aslu (Pokok). Yaitu peristiwa yang telah ditetapkan hukumannya 
berdasarkan nash. Jadi ayat diatas melarang kita untuk tidak 
melakukan perbuatan yang keji. Sebab melakukan perbuatan yang 
keji itu tidak baik dan meminum khamr bisa tidak sadarkan diri dan 
bisa melakukan hal-hal yang tidak di inginkan bisa berbuat zina dan 
membunuh orang lain. 
b) Fara (cabang). Yaitu suatu peristiwa yang belum ditetapkan 
hukumnya karena tidak ada nash yang dapat dijadikan dasar. Bandar 
psikotropika adalah perbuatan keji yang jelas haram karena menjual 
atau membiayai sesuatu yang bisa memabukan bahkan bandar 
tersebut kemungkinan besar juga meminum obat terlarang yang 
memabukan tersebut. Jadi secara tidak langsung antara bandar 
psikotropika dan peminum khamr hampir memiliki persamaan. Yang 
dimana bandar psikotropika ini adalah perbuatan keji dan termasuk 
perbuatan setan membiayai sesuatu hal yang haram sama halnya 
dengan meminum khamr dan berjudi yang sama-sama perbuatan 
keji. 
c) Hukum Ashal (hukum pokok). Yaitu hukum syara’ yang telah 
ditetapkan nashnya untuk pokok dan dikehendaki hukumannya 
berlaku juga untuk cabang. Jadi dalam surat Al-Maidah ayat 90 
bahwa kita harus menjauhi perbuatan yang keji serupa dengan setan 
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seperti meminum khamr, melakukan judi. Sebab hal ini guna 
menjaga diri agar tidak berbuat zina atau melakukan hal lain yang 
haram karena mabuk tidak sadarkan diri. 
d)  Al-‘Illat (sifat yang dijadikan dasar untuk membentuk suatu hukum) 
dalam penentuan illat ada tiga cara untuk mengetahuinya yaitu 
dengan nash, ijma atau as-sabr wa taqsim. Dalam kasus bandar 
psikotropika dengan perbuatan keji bisa disamakan karena suatu 
illat, yaitu perbuatan yang keji. Perbuatan meminum khamr, berjudi, 
menyembah berhala semuanya perbuatan keji yang harus dijauhi. 
Jadi dari uaraian di atas bisa ditarik kesimpulan. Bahwa 
bandar psikotropika bisa disamakan dengan perbuatan yang ada di 
surat Al-Maidah ayat 90 yaitu meminum khamr adalah perbuatan 
keji yang dimana telah memenuhi rukun-rukun qiyas yang ada. 
Sehingga surat Al-Maidah ayat 90 bisa dijadikan dasar pertimbangan 
untuk menjerat bandar psikotropika. Sedang hukumannya peminum 
khamr dijelaskan 80 kali dera namun hukuman bagi bandar 
psikotropika tidak ada didalam nash seningga hukumannya berupa 
hukuman ta’zir yang ditentukan oleh ulama atau pun pemerintah 
yang sah. 
Diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang bersumber dari Abu Hurairah bahwa 
ketika Rasulullah Saw datang ke Madinah didapatinya kaumnya suka minum arak 
dan makan hasil judi. Mereka bertanya kepada Rasulullah Saw tentang hal itu. 
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Maka turunlah ayat “Yas aluunaka ‘anil khamri wal maisirii qul fi hima itsmun 
kabiirun wa manafi’u linnasi...” sampai akhir ayat (Al-Baqarah ayat 219). Mereka 
berkata: “Tidak diharamkan kepada kita minum arak hanyalah dosa besar”. Dan 
mereka terus minum arak, pada suatu hari ada seseorang dari kaum muhajirin 
menjadi imam bagi para sahabat pada waktu salat magrib. Bacaannya salah 
(karena mabuk) maka Allah menurunkan ayat yang lebih keras daripada ayat tadi, 
yaitu ayat “yaa ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalat wa antum sukaraa hatta 
ta’lamu maa taqulun”4 (An-Nisa ayat 43).  
Kemudian turun ayat yang lebih keras lagi (Al-Maidah ayat 90,91) yang 
memberikan kepastian akan haramnya. Sehingga mereka berkata: “Cukuplah, 
kami akan berhenti”. Kemudian orang-orang bertanya: “Ya Rasulullah bagaimana 
nasib orang-orang yang gugur di jalan Allah, dan mati diatas kasur padahal 
mereka peminum arak dan makan hasil judi, dan Allah telah menetapkan bahwa 
kedua hal itu termasuk perbuatan dari setan yang keji. 
  Dijelaskan dalam ayat diatas bahwa apapun yang memabukan itu sama 
dengan khamar dan haram, psikotropika sendiri membuat tak sadarkan diri atau 
memabukan, tidak menjadi diri sendiri. Dalam fiqh jināyah hukuman meminum 
khamar atau obat-obatan masuk dalam jarīmah ḥudūd yaitu perbuatan melanggar 
hukum yang jenis dan ancamannya ditenukan oleh naṣṣ yaitu hukuman ḥad (Hak 
Allah). Hukuman ḥad yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan batas 
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https://alquran-asbabunnuzul.blogspot.com/2014/11/al-maidah-ayat-90-93.html?m=1. Diakses 
24 Oktober 2019. 
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tertinggi dan tidak dapat dihapuskan perorangan (Si korban atau walinya) atau 
masyarakat yang mewakili (ulil amri).
5
 
 Dasar-dasar yang digunakan dalam fatwa MUI Nomor 53 Tahun 2014 
dalam Hadis-hadis Nabi SAW yang melarang mengkonsumsi zat yang 
memabukkan dan/atau merusak yaitu: 
  
 ٌمااراح اوُها ف اراكْساأ ٍبااراش ُّلُك : الااق امَّلاساو ِهْيالاع ُالله ىَّلاص  ِِبَّنلا ْناع اةاشِئااع ْناع 
"Dari Aisyah RA, dari Rasulillah SAW, ia bersabda: Setiap minuman yang 
memabukkan adalah haram" (HR. Bukhari dan Muslim).  
 ِالله ُلْوُسَر َدَلَج امَّلاساو ِهْيالاع ُالله ىَّلاص  ٌةَّنُس ُّلُكاو اْيِْن اااثَ ُر امُعاو ،اْيِْعابْراا ٍرْكاب ْو ُباأاو ،اْيِْعابْراا ِرْمْالْا فِ 
“Rosulullah SAW menjilid (mencambuk) orang yang meminum khamar 
sebenarnya empat puluh kali, dan Abu Bakar empat puluh kali, dan Umar 
delapan puluh kali dan keseluruhan ini adalah sunnah” (HR.Muslim).6 
 
Menurut ketua MUI Jawa Tengah KH. Ahmad Darodji terkait 
bahwa dengan maraknya peredaran dan penyalahguna Narkoba akhir-akhir 
ini, maka MUI perlu merespon secara cepat. Selain untuk melindungi 
Ummat dari bahaya Narkoba, fatwa MUI juga dijadikan sebagai bahan 
pertimbangan munculnya perundang-undangan Narkoba di Indonesia. 
Dinyatakan bahwa “Permintaan fatwa itu bisa muncul karena ada masalah 
                                                          
       
5
 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 28.  
 
       
6
 Fatwa MUI Nomor 53 Tahun 2014 tantang Hukuman bagi Produsen, Bandar, Pengedar dan 
Penyalahguna Narkoba. 
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yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak atau masyarakat umum, 
yang diajukan sesuai dengan masalah yang terkait. Misalnya permasalahan 
kesehatan, seperti fasektomi dan lain-lain, khususnya Narkoba ini adalah 
bidang kesehatan. Kalau permasalahan tentang korupsi dari kehakiman, 
tentang Narkoba tentang Badan Nasional Narkotika (BNN).  
Narkoba adalah instansi atau masyarakat yang terkait 
permasalahan masyarakat umum menyangkut keagamaan Islam. Selain 
permintaan, terkadang MUI mengeluarkan fatwa berdasarkan 
pertimbangan kondisi keagamaan ummat dan perkembangan sosial 
kemasyarakatan tertentu, maka MUI mengeluarkan fatwa. Seperti 
munculnya aliran sesat, itu dibutuhkan fatwa MUI tanpa menunggu 
diminta oleh instansi pemerintah maupun masyarakat, sebab kalau 
dibiarkan maka masyarakat akan ikut sesat, bahkan masyarakat akan kacau 
dan akan bingung. Jadi fatwa tersebut merupakan inisiatif dari MUI 
sendiri bukan atas permintaan dari manapun.
7
 
Hukuman yang ditentukan MUI seperti berikut; 1.Memproduksi, 
mengedarkan dan menyalahgunakan narkoba tanpa hak hukumannya 
haram, dan merupakan tindak pidana yang harus dikenai hukuman had 
dan/atau ta’zir. 2. Produsen, bandar, pengedar dan penyalahguna narkoba 
harus diberikan  hukuman yang sangat berat  karena dampak buruk 
narkoba jauh lebih dahsyat dibanding dengan khamar (minuman keras). 
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 https://mui.or.id/sejarah-mui/ diakses 6 November 2019. 
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3.Negara boleh menjatuhkan hukuman ta’zir sampai dengan hukuman 
mati kepada produsen, bandar dan penyalahguna narkoba sesuai dengan 
kadar narkoba yang dimiliki atau tindakan tersebut berulang , demi 
menenangkan kemaslahatan umum. 4.Pemerintah tidak boleh memberikan 
pengampunan dan/atau keringanan hukuman kepada pihak yang telah 
terbukti menjadi produsen, bandar,  pengedar dan penyalahguna narkoba. 
5.Penegak hukum yang terlibat dalam produksi dan peredaran narkoba 
harus diberikan pemberantasan hukum.    
B. Persamaan dan Perbedaan Penerapan Sanksi Terhadap Bandar 
Psikotropikan dalam Hukum Positif dan Hukum Islam. 
1. Persamaan Sanksi Terhadap Bandar Psikotropika dalam Hukum Positif  
dan Hukum Islam : 
a. Bandar psikotropika dalam pandangan hukum positif maupun hukum 
islam memiliki persamaan yaitu bahwa kejahatan bandar psikotropika 
ini termasuk kejahatan melanggar hukum dan keduanya mengatur 
tentang mengenai sanksi bagi pelakunya.  
b. Selain itu dalam hukum positif bandar psikotropika sudah ada 
aturannya dalam Undang-Undang narkotika Nomor 35 Tahun 2009 
Pasal 114 Ayat 2 dan Pasal 132 Ayat 1 dan Undang-Undang 
psikotropika Nomor 5 Tahun 1997 Pasal 62. Dan dalam hukum islam 
meskipun tidak secara jelas bandar psikotropika ini di atur, namun 
dengan metode Qiyas dapat menjerat pelakunya dengan 
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mengQiyaskan Al-Qur’an Surah Al-Maidah ayat 90 tentang peminum 
khamr walaupun hal ini secara kasat mata berbeda dengan bandar 
psikotropika tapi pada illatnya memiliki kesamaan mengenai perbuatan 
yang keji dan harus di jauhi perbuatan seperti itu. 
2. Perbedaan penerapan sanksi pidana terhadap bandar psikotropika dalam 
hukum positif dan hukum Islam: 
a. Dalam hukum positif bandar psikotropika di atur dalam Undang-
Undang narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 114 Ayat 2 dan Pasal 
132 Ayat 1 dan Undang-Undang psikotropika Nomor 5 Tahun 1997 
Pasal 62. Sedangkan dalam hukum islam meskipun tidak secara jelas 
bandar psikotropika ini di atur, namun dengan metode Qiyas dapat 
menjerat pelakunya dengan mengQiyaskan Al-Qur’an Surah Al-
Maidah ayat 90 tentang peminum khamr.  
b. Hukumannya pun juga berbeda dalam hukum positif dikenakan 
hukuman mati, pidana penjara dan denda sedangkan hukum islam 
bandar psikotropika termasuk dalam hukuman ta’zir. 
Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika 
Pasal 114 Ayat 2 dan Nomor 5 Tahun 1997 Pasal 59 dan pasal 62 tentang 
Psikotropika dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 197 
tentang Kesehatan terkena ancaman hukuman pidana dan denda, pidana 
penjara adalah berupa pembatasan kebebasan bergerak seorang terpidana 
yang dilakukan dengan menetapkan orang tersebut di dalam sebuah 
Lembaga Pemasyarakatan (LP) yang menyebabkan orang tersebut harus 
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mentaati semua peraturan tata tertib bagi mereka yang melanggar. 
Sedangkan hukuman dalam Pidana Islam sesuai dengan Qur’an Surat Al-
Maidah ayat 90 dan Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 219 dan Fatwa MUI 
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Hukuman bagi Produsen, Bandar, 
Pengedar, dan Penyalah guna Narkoba, sesuai dengan Al-Qur’an hukuman 
bandar psikotropika diQiyaskan dengan meminum khamr walaupun hal ini 
secara kasat mata berbeda dengan bandar psikotropika tapi pada illatnya 
memiliki kesamaan yaitu perbuatan yang keji, jika menggunakan jarimah 
hudud tidak sesuai dengan keadaan sekarang ini, maka hukuman bagi 
bandar psikotropika adalah ta’zir. Sesuai Fatwa MUI Produsen, Bandar, 
Pengedar, dan Penyalahguna Narkoba harus diberikan hukuman yang 
sangat berat karena dampak buruk Narkoba jauh lebih dahsyat dibanding 
dengan khamar, sementara ini hukumannya masih Had (Hak Allah). 
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BAB V 
PENUTUP  
A. Kesimpulan 
Setelah penulis membahas mengenai sanksi bandar psikotropika dalam 
pandangan hukum positif dan hukum islam, maka dapat penulis simpulkan 
sebagai berikut: 
1. Undang-undang yang mengatur tentang Bandar psikotropika Nomor 
35 Tahun 2009 tentang narkotika  Pasal 114 Ayat 2 dan Pasal 132 
Ayat 1, dengan sanksi pidana hukuman mati, penjara seumur hidup, 
pidana penjara dan pidana denda dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 
1997 tentang psikotropika Pasal 59 ayat 1, Pasal 62, dengan sanksi 
pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda dan 
juga Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan Pasal 
197 dengan sanksi pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun 
dan pidana denda. Dan dalam hukum islam meskipun tidak secara jelas 
bandar psikotropika ini di atur, namun dengan metode Qiyas dapat 
menjerat pelakunya dengan mengQiyaskan Al-Qur’an Surah Al-
Maidah ayat 90 tentang peminum khamr walaupun hal ini secara kasat 
mata berbeda dengan bandar psikotropika tapi pada illatnya memiliki 
kesamaan mengenai perbuatan yang keji, dengan hukuman 80 kali dera 
namun hukuman bagi bandar psikotropika tidak ada didalam nash 
seningga hukumannya berupa hukuman ta’zir yang ditentukan oleh 
ulama atau pun pemerintah yang sah. 
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2. Bandar psikotropika menurut hukum positif dan hukum islam memiliki 
persamaan yaitu bandar psikotropika ini termasuk kedalam kejahatan 
melanggar hukum dan dari kedua hukum memiliki sanksi bagi 
pelakunya. Sedangkan yang menjadi perbedaannya yaitu dasar 
hukumannya yang berbeda dan sanksi hukumannya yang berbeda juga. 
B. Saran 
Adapun saran-saran dari penyusun adalah sebagai berikut: 
1. Bagi pemerintah penegak hukum, diharapkan mampu menjalankan 
tugasnya sesuai aturan yang berlaku dan penetapan mengenai pidana 
mati bagi pengedar narkoba haruslah dijatuhkan secara adil setelah 
menjalankan tahapan-tahapan peradilan yang sesuai prosedur 
mengingat pidana mati merupakan pidana maksimal yang apabila 
terjadi kesalahan tidak bisa dikembalikan lagi dalam keadaan seperti 
semula.  
2. Bagi masyarakat, keharusan bagi masyarakat untuk turut serta dalam 
proses penanggulangan kejahatan dan bandar narkoba haruslah 
disadari oleh masyarakat itu sendiri, dimana kejahatan itu lahir dari 
masyarakat sendiri. Selain itu, masyarakat juga bertanggungjawab atas 
keamanan di wilayah sekitarnya. Oleh karena itu peran serta dan 
kesadaran masyarakat sangatlah dibutuhkan dalam menanggulangi 
kejahatan tersebut. 
3. Perlunya memperdalam iman dan taqwa guna ketahanan diri dalam 
menghadapi dan memecahkan permasalahan dalam hidup, sehingga 
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tidak mudah tergoda dengan pengaruh-pengaruh buruk dari orang lain 
yang bisa merusak diri sendiri. 
4. Harusnya pemerintah lebih banyak lagi untuk membuka lapangan 
pekerjaan agar warga Indonesia tidak banyak yang terjerumus 
mengambil pekerjaan sebagai bandar dan pengedar narkotika.  
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